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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manajemen sumber daya manusig.{SDM) pada Pemerintah Desa
merupakan komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam
pelayanan  publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan
berkelanjutan. Di tingkat desa, petugas desa bertindak sebagai elemen
operasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan,
program, dan layanan yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai
tulang punggung Pemerintahan Desa, kualitas sumber daya manusia yang
diangkat sebagai perangkat desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh
karena itu, penilaian terhadap pengangkatan perang lesa penting dilakukan
untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terpilih benar-benar
memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
Pemerintah Desa. (Rachmanto & Kusbandrijo, 2023).

Dalam manajemen Pemerintahan Desa, regulasi yang mengatur proses
@gangkatan perangkat desa menjadi dasar penting untuk menjamin kualitas
sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam berbagai kegiatan
administrasi dan pelayan ublik di desa. Salah satu peraturan utama yang
mengatur hal ini adalah Permendagri No. 83 tahun 2015 sebagai memiliki
mengubah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa dan. Peraturan ﬁli merinci
persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang harus
dipenuhi untuk menghasilkan perangkat desa yang kompeten, memiliki
integritas, dan mampu melaksanakan wsinya secara efektif.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa

lui pengangkatan ini, pengangkatan perangkat desa dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melayani perangkat desa

yang berwenang dan mampu mendukung pembangunan desa. Dalam




kebijakan masyarakat dan memajukan kesejahteraan desa. Kebijakan ini
mengharuskan pemerintah desa melakukan proses perolehan sumber daya
manusia secara selektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
(Junaidi et al., 2021)) berpendapat bahwa keberhasilan karakteristik dan
kebutuhan kebijakan SDM di sektor publik bergantung pada kemampuan
pemerintah untuk menerapkan proses seleksi yang sesuai dengan masyarakat
setempat. (data yang dibutuhkan: kebijakan yang diterapkan dalam
pengangkatan perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO dan
perbandingannya dengan standar Kementerian Dalam Negeri).

Namun, studi empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang
signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama di

mpung Gawu-Gawu BO'USO. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 belum sepenuhnya terlaksana, baik dari segi persyaratan administratif
maupun mekanisme seleksi. H”al ini menimbulkan masalah terhadap kualitas
pejabadesa yang ditunjuk dan memengaruhi efektivitas pelayanan publik.”
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat
(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
c. memiliki mengubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 “tentang Janji temu Dan Penghentian Perangkat Desa
mengharuskan calon perangkat desa memiliki tingkat pendidikan minimal
SMA, berusia 20 sampai 42 tahun, dan beﬁmisili tetap di desa minimal satu
tahun sebelum dilakukan proses seleksi. Persyaratan ini dimaksudkan untuk
memastikan bahwa calon petugas desa memiliki pengetahuan dasar dan
pemahaman mendalam tentang desa yang akan mereka layani. Di Kampung
Gawu-Gawu BO'USO, sebagian besar calon perangkat desa yang dilantik
belum sepenuhnya memenuhi persyaratan tersebut.”

Beberapa petugas desa yang ditunjuk tidak memiliki tingkat pendidikan
yang memadai, sehingga kemampuan mereka dalam menjalankan tugas
administratif dan berinteraksi dengan masyarakat desa terbatas.
Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya “kecenderungan mengabaikan

kebutuhan administratif, entah karena keterbatasan kandidat yang memenuhi




syarat atau kepentingan lokal yang lebih mengutamakan hubungan
kekeluargaan. Hal ini berdampak pada kemampuan petugas desa untuk
menyediakan layanan berkualitas dan menyelesaikan berbagai tugas
administratif.”
Kesenjangan ini menjadi masalah besar karena pendidikan formal
merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kompetensi dan
kapabilitas perangkat desa. (Nugraha & Zarkasi, 2021)menekankan bahwa
pendidikan dasar sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk
menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, terutama di sektor
inistrasi. Ketidaksesuaian ini mempengaruhi kemampuan aparat desa
untuk memahami peraturan yang berlaku, menyiapkan laporan yang baik, dan
memberikan respon cepat terhadap kebutihan masyarakat desa.

“Dalam mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana memiliki mengubah pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Janji temu Dan
Pengherﬁn Perangkat Kepala Desa , Kepala Desa wajib membentuk tim
seleksi untuk melakukan proses seleksi dan penyaringan secara objektif
terhadap calon perangkat desa. Tim ini harus melakukan seleksi berdasarkan
kualifikasi yang ditetapkan dan memastikan kandidat yang terpilih benar-
benar memenuhi kebutuhan desa. Namun, di Kampung Gawu-Gawu
BO'USO, penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi seringkali hanya
sekadar formalitas.”

Dalam beberapa kasus, proses seleksi tidak melibatkan analisis
mendalam tentang kompetensi dan latar belakang kandidat. Kandidat yang
tidak memenuhi persyaratan terkadang tetap disetujui karena kebutuhan yang
mendesak atau pengaruh pihak tertentu. Keadaan ini menimbulkan persepsi
negatif di masyarakat bahwa proses pemilihan umum tidak dilaksanakan
secara adil dan transparan, yang selanjutnya dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan desa.

“Proses konsultasi dengan kepala mukim yang seharusnya menjadi
mekanisme pengawasan juga kerap diabaikan atau hanya dilakukan sebagai

formalitas saja. Padahal, rekomendasi dari kepala mukim penting untuk




memastikan perangkat desa yang ditunjuk telah memenuhi semua
persyaratan.” Fenomena ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam
pelaksanaan mekanisme pemilihan perangkat desa yang akhirnya berdampak
buruk pada kredibilitas Kepala Desa dan perangkat desa yang ditunjuk.

Menurutnya (Sanata, 2021), “transparansi dan objektivitas dalam proses
seleksi merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan publik
terhadap pejabat publik. Tanpa proses pemilihan yang bertanggung jawab,
pejabat desa cenderung dipandang sebagai wakil kepentingan tertentu alih-
alih sebagai pegawai negeri. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang ada
juga memperkuat persepsi bahwa Kepala Desa memiliki kepentingan pribadi
dalam proses pengangkatan.”

Dalam konteks Desa Gawu-Gawu BO'USO, transparansi dalam proses

ilihan perangkat desa dapat membangun kepercayaan masyarakat bahwa
perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan dedikasi
dalam melayani masyarakat. (data yang dibutuhkan: laporan atau survei
persepsi masyarakat terhadap transparansi proses pengangkatan perangkat
desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO). “Apabila proses pengangkatan
perangkat desa dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat, maka hal
tersebut akan mengurangi potensi ketidakpuasan masyarakat dan
meningkatkan dukungan terhadap perangkat desa yang terpilih.”

Pendekatan transparansi ini konsisten dengan pandangan (Siska Br.
Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022; Suharti & Rumsari, 2021) “bahwa sektor
publik harus menerapkan standar yang tinggi dalam hal akuntabilitas, karena
kinerja sumber daya manusia publik terkait langsung dengan kesejahteraan
masyarakat. Menurut mereka, setiap tahapan dalam proses seleksi perlu
dikomunikasikan dengan jelas kepada publik untuk meminimalisir persepsi
negatif. Di desa-desa dengan jumlah penduduk relatif kecil seperti Kampung
Gawu-Gawu BO'USO, “persepsi negatif dari masyarakat dapat berdampak
signifikan terhadap efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk
memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemilihan peralatan desa,
dari pengumuman hingga penunjukan, dilakukan secara transparan dan

bertanggung jawab.”




Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik pengangkatan perangkat desa
di Desa Gawu-Gawu BQILISO mengakibatkan perangkat desa kurang
memenuhi syarat sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di desa, mulai
dari administrasi persuratan, pendaftaran penduduk, hingga pelayanan sosial
kepada masyarakat.

Beberapa warga mengeluhkan lambatnya respon aparat desa dalam
menangani kebutuhan mereka, seperti administrasi dan bantuan sosial. Warga
meyakini keterlambatan ini disebabkan minimnya petensi perangkat
desa. “Dengan tidak terpenuhinya standar kualifikasi yang ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri, banyak perangkat desa mengalami kesulitan
dalam memahami peraturan terkini atau dalam melaksanakan prosedur
administrasi dengan baik.”

Menurutnya (Saragih et al., 2020), “efisiensi dan integritas ambcr daya
manusia di sektor publik merupakan landasan penting dalam memberikan
pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Apabila perangkat desa tidak
memiliki kompetensi yang memadai, maka dampaknya akan dirasakan oleh
masyarakat berupa pelayanan yang kurang optimal, dan sering menjadi
penyebab  ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Kesenjangan ini juga menghambat kemampuan desa untuk melaksanakan
program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas.”

Ketidakpatuhan terhadap peraturan pengangkatan perangkat desa di
Kampung Gawu-Gawu BO'USO tidak hanya berdampak pada kualitas
sumber daya manusia dan pelayanan publik, tetapi juga persepsi masyarakat.
Banyak warga desa yang merasa tidak adil dalam proses seleksi dan
menganggap pengangkatan pejabat desa diwarnai kepentingan pribadi.
Anggapan ini terbentuk karena tidak adanya transparansi dalam proses
seleksi, dimana ada calon yang tidak memenuhi persyaratan namun tetap
disetujui tanpa alasan yang jelas.

“Desa Gawu-Gawu BO'USO merupakan desa yang terletak di wilayah
paling luar, terpencil, dan paling tertinggal. Menurut penelitian Maxwell dan

Hughes (2020), desa-desa di wilayah 3T cenderung memiliki keterbatasan




dalam hal ketersediaan tenaga kgrja yang berkualitas, karena terbatasnya
akses pendidikan dan pelatihan.” Oleh karena itu, strategi perolehan sumber
daya manusia di wilayah 3T perlu mempertimbangkan konteks geografis,
demografi, dan sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini relevan dengan
pendekatan (Bagus S & Ngara, 2020)yang menyatakan bahwa perolehan
sumber daya manusia di daerah terpencil harus fleksibel dan
mempertimbangkan kearifan lokal sehingga proses seleksi dapat dilakukan
lebih efektif. (data yang dibutuhkan: kondisi demografi dan pendidikan calon
perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO).

Sebagai wilayah dengan akses terbatas, Kampung Gawu-Gawu
BO'USO mengalami tantangan dalam apabila perangkat desa yang ditunjuk
tidak memiliki kompetensi yang memadai mencari sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan peralatan desa. Hal ini dapat
mempengaruhi kualitas Pemerintahan Desa dalam mengelola pemerintahan
desa. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi lehan sumber daya manusia
yang berorientasi pada pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat
perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengevalyasi
proses pemilihan perangkat desa yang ada, serta mempertimbangkan cara
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada melalui
pelatihan terkait.

Persepsi masyarakat ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap
pemerintah desa yang pada akhirnya dapat menghambat kerjasama antara
masyarakat dan pemerintah desa budaya desa yang kental dengan nilai-nilai
kekeluargaan dan kebersamaan, penting bagi pemerintah desa untuk menjaga
transparansi dan integritas dalam proses pengangkatan dalam melaksanakan
program pembangunan. Dalam konteks tatanan sosial perangkat desa guna
membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut Dessler dalam (Hasanah et al., 2020), “kepercayaan publik
merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan
efektivitas pemerintahan daerah. Apabila proses pengangkatan perangkat desa
dilakukan tanpa memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas, maka

masyarakat akan merasa bahwa pemerintahan desa tidak berpihak pada




kepentingan publik. Hal ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan, tetapi
juga efektivitas program pemerintah yang memerlukan partisipasi aktif
masyarakat.”

Selain aspek kebijakan, tantangan keuangan menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi kualitas perolehan sumber daya manusia di desa. Dalam
konteks Kampung Gawu-Gawu BO'USO, keterbatasan anggaran merupakan
persoalan yang cukup menonjol, yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen
dan seleksi perangkat desa. Menurut (Arifin et alﬁ?()), keterbatasan
anggaran di sektor publik sering menjadi penghalang bagi organisasi dalam
mencapai tujuan akuisisi sumber daya manusia yang efektif. Desa-desa
dengan anggaran terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik
calon petugas desa yang berkualifikasi tinggi atau menyediakan pelatihan
yang memadai untuk meningkatkan kapasitas petugas desa yang ada. (data
yang dibutuhkan: anggaran yang dialokasikan untuk proses pengangkatan
perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO dan dampaknya terhadap
proscaeleksi).

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Desa di Desa
Gawu-Gawu BO'USO % melakukan pengkajian yang mendalam terhadap
tata cara pengangkatan perangkat desa dan perbaikan pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam eri Nomor 83 Tahun 2015 “sebagai berikut: memiliki
mengubah pada %aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Janji temu Dan Penghentian Per: at desa . Diharapkan pemerintah
desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO dapat meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di tingkat desa, meningkatkan pelayanan publik, dan
membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya

dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi juga akan
menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih transparan, bertanggung jawab,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”

Jadi berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti
merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut, maka

mengangkat judul penelitian yaitu: * Penilaian Pengangkatan Perangkat




1.2.

1.3.

. Tujuan penelitian

Desa (Studi Kasus Kelurahan Gawu-Gawu BO’USO Kecamatan

Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.” .

Fokus Penelitian

Mengenai bagaimana pengelolaan sumﬁ daya manusia khususnya
dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu BO'USO
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Fokus penelitian ini akan
mengkaji sejauh mana, proses seleksi perangkat desa di Kampung Gawu-
Gawu BO'USO telah mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur
dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahannya atas

Permendagri 67 Tahun 2017.

Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.Bagaimana cara mengetahui dan menganalisis evaluasi pengangkatan
perangkat desa di Desa Gawu-ga o'uso?

2.Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap peraturan pengangkatan perangkat
desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO?

3.Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam

mengevaluasi pengangkatan pejabat desa?

Mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

l. Untuk mengetahui dan menilai sejauh mana proses gangkatan
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO telah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan khususnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah d Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. oleh Menteri Dalam




Negeri. Peraturan Bisnis Nomor 67 Tahun 2017, termasuk persyaratan
administratif dan mggkanisme seleksi yang relevan.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan
perlengkapan desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO, baik faktor
internal (seperti hubungan kekeluargaan atau faktor setempat lainnya)
maupun faktor eksternal (seperti keterbatasan anggaran atau akses
pendidikan).

3. Untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO termasuk mekanisme
pengawasan oleh camat dan peran serta masyarakat dalam proses seleksi.

1.5. Manfaat penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka hasil
penelitian ini dihara dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak
yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan wt memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian manajemen sumber daya manusia pada tingkat
Pemerintah Desa, khususnya E&ngenai pengangkatan perangkat desa.
Dengan menilai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 dan perubahannya atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman
tentang kendala, tantangan, dan potensi perbaikan dalam proses
pengangkatan perangkat desa.
b. Manfaat Praktis
1) Peneliti
Studi ini memberikan landasan yang kuat bagi para peneliti
dan akademisi yang ingin melanjutkan studi m dalam
manajemen SDM di sektor Pemerintah Desa. Temuan ﬁlitian ini
dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang
praktik pemilihan peralatan desa, serta menggali dampak kebijakan ini

terhadap pembangunan desa secara lebih mendalam.
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2) Pemerintah dan Masyarakat Desa Gawu-Gawu, BO'USO, Kecamatan

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Kajian ini memberikan masukan yang bermanfaat bagi
pemerintah desa dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses
pengangkatan perangkat desa, baik dari segi persyaratan administratif,
mekanisme seleksi, maupun pembentukan tim seleksi yang objektif
dan transparan. Pemerintah desa diharapkan dapat merancang proses

ksi yang lebih baik, mengurangi penyimpangan, dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjuk. Dan
meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya proses
pemilihan petugas desa yang transparan dan adil. Dengan hasil
penelitian yang orong fransparansi dalam pemilihan pejabat
desa, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam
proses Pemerintahan Desa.

3) Universitas Nias dan Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya koleksi penelitian dan
literatur ilmiah di Universitas Nias, y%dapat digunakan sebagai
referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Selain
itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi akademis
universitas dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan dan solusi praktis terhadap permasalahan di masyarakat.

4) Penelitiﬁnjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi
peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa atau lebih
lanjut. Peneliti kemudian dapat menggunakan temuan dan
rekomendasi dari penelitian ini untuk mengembangkan penelitian
yang lebih mendalam atau memperluas cakupan penelitian di desa lain

atau dalam konteks yang berbeda.




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 . Manajemen Sumber Daya Daya Manusia (SDM)
21.1.Me ami Sumber Daya Manusia

Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris Management dengan
kata kerja manage yang secara umum diartikan sebagai mengurus.
Manajemen adalah ilmu dan seni mengelola proses penggunaan sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya secarg.efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan tertentu. (Aljabar, 2020). “Manajemen ai suatu
ilmu, keterampilan dan profesi. menurut (Irmayani, 2022)Manajemen
adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sering diartikan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 5
(Onsardi, 2020)m menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia
(SDM) "adalah manusia yang bekerja dalam (disebut juga personalia,
aga kerja, pegawai atau pekerja). Sementara itu (Irmayani, 2022), m
menyatakan bahw mber Daya suatu lingkungan organisasi Manusia
(SDM) senantiasa berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi,
karena SDM merupakan perencana, pelaksana, dan penentu

terwujudnya tujuarﬁganisasi.”

Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia di atas
, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah
suatu kegiatan untuk mencapai tu lingkungan organisasi
keberhasilan suatu organisasi/ lembaga sec fektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang maksimal. Dan suatu proses penyelesaian
berbagai permasalahan dalam lingkup karyawan , pekerja , lainnya
dalam rangka mendukung buruh , manajer dan karyawan gatan
organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang

ditentukan .
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2.1.2 . Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut (Sabrina, 2021) “tujuan manajemen sumber daya
manusia, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan dapat
memenuhi semua tugas yaﬁiberikan oleh perusahaan.” Berikut ini
penjelasan masing-masing fungsi dalam konteks manajemen sumber

daya manusia (MSDM):

1. Perencanaan
Perencanaan melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus
dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan
siapa yang akan melakukannya. adalah fungsi manajemen dasar yang
Jadi perencanaan memerlukan proses intelektual untuk berbagai
tindakan guna mencapai tujuan .

2. Aturlah itu n
Pengorganisasian adalah, mengelompokkan, mengatur, dan
ﬁnciptakan model proses mengidentifikasi hubungan kerja antara
orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Pelaksanaan
Fungsi daripada implementasinya, ia menekankan aktivitas yang
berhubungan langsung dengan pengorganisasian yang baik tidak ada
Etinya apabila tidak diikuti dengan pengerahan seﬂruh potensi
orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan sumber daya
manusia dan non manusia dalam melaksanakan tugas. Seluruh
sumber daya manusia yang ada untuk mencapai visi, misi dan
program kerja organisasi. “Setiap sumber daya manusia harus
bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, perlu dioptimalkan peran,
keahlian, dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia
untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah

ditetapkan.”
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4. melebar
“Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan
kontribusi karyawan terhadap organisasi.” Evaluasi ini melibatkan
pengukuran dan analisis berbagai aspek kinerja karyawan untuk

memastikan bahwa tujuan dan standar organisasi terpenuhi.

2.1.3 . elemen Pengelolaan Sumber
Pengelolaan Sumber kekuatan Manusia (SDM) memiliki sebuah
angka elemen sebagai mengikuti (Andriani, 2021):

Elemen manajemen yang pertama adalah manusia.

a. Pria atau Pria

Kedudukan manusia dalam unsur manajemen merupakan yang
paling penting, selain itu dalam sistem operasional unsur manusia
juga dinilai sapgat penting. Manajemen manusia diperlukan untuk
memperoleh ﬁil kerja yang maksimal, menciptakan lingkungan
kerja yang schat dan kondusif, serta menciptakan berbagai ide
inovatif.
b. Bahan atau bahan
Elemen atau material tersebut merupakan bahan baku yang
dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis. Bila ketersediaan
bahan baku tidak tersedia dengan baik atau akses terhadap bahan
baku sangat sulit, otomatis dapat mengakibatkan Apabila bahan baku
tidak tersedia dengan baik atau akses terhadapﬁnurunan kinerja.
Elemen atau material tersebut merupakan an baku yang
dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis. bahan baku sangat
sulit, maka secara otomatis dapat mengakibatkan penurunan kinerja
proses produksi.
c. Mesin atau Mesin
Mesin juga merupakan salah satu sebagai berbagai per
unsur manajemen yang sangat penting, yang dapat diartikan yang

digunakan oleh suatu lembaga atau instansi. Dimana mesin dapat
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memberikan dukungan bagi kelancaran proses menuju tujuan yang
diinginkan oleh perusahaan atau bisnis yang dijalankan.
d. Uang ﬁ Uang
Uang semua kegiatan bisnis seperti kegiatan manajemen untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Dan uang merupakan unsur
penting yang mendasari juga perlu dikelola dan dibelanjakan secara
bijaksana dan cermat agar pengelolaannya dapat terus lebih optimal.
e. Metode atau Metode
Metode merupakan unsur manajemen yang akh pelaksanaan
prosedur kegiatan digunakan untuk mengatur proses. Adanya metode
dalam kegiatan bisnis akan sangat membantu segala proses yang
diperlukan.
f. Pasar atau Pasar
Pasar merupakan salah satu unsur manajemen sebagaimana unsur
manajemen lainnya. Unsur pasar bisnis yang sedang berjalan
sangatlah penting, terutama bagi suatu perusahaan atau.ﬁ%ar atau
bazar merupakan suatu tempat atau kawasan yang sering dikunjungi
oleh banyak orang. Berbeda dengan unsur lain yang dapat berdiri
sendiri, khusus untuk pasar, pasar masih terbagi menjadi beberapa
bagian.
g. menit atau Waktu
Waktu adalah juga perlu disorot dari proses perencanaan
manajemen. Dalam bisnis kita harus dapat menghitung waktu
seefektif mungkin. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk membuat dan memperkenalkan suatu aset paling berharga
yang produk ke pasar? Kemudian, kita juga perlu mengetahui

scberapa tangguh bisnis tersebut dalam menghadapi persaingan.

2.1.4. Definisi Perenganaan Sumber Daya Manusia
Menurut KBBI, pengertian perencanaan sumber daya manusia
adalah potensi individu yang dapat dikembangkan dan dilatih untuk

kepentingan proses produksi. Perencanaan sumber daya manusia yang
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semakin hari semakin penting (Septian et al., 2022)adalah

merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan

serta efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses prediktif sistematis
dengan menghubungkan kebutuhan SDM perusahaan dengan strategi
dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan
sumber daya manusianya cukup, berkualitas, dan efisien, dalam
mencapai tujuan perusahaan (Salsabilah et al., 2022).

2.1.5. Fungsi dan Tujuan Perencanaan Sumber Daya Manusia
Fungsi dan tujuan perencanaan SDM adalah (Pratiwi & Wiriana,
2017)sebagai berikut:

1. Dapat membantu departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan
jumlah dan kualitas karya di masa mendatang. Dan akan sangat
membantu bagi karyawan yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam
struktur organisasi proyek.

2. Bantu SDM bekerja secara proaktif untuk menemukan kandidat

pekerjaan yang sesuai untuk posisi pekerjaan tersebut.

2.1.6. Proses Perencanaaﬁumber Daya Manusia
Secara umum proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah
yang meliputi:
1. Menyadariketersediaan tenaga kerja saat ini
Memulai ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan.
Dan penilaian ini mencakup kajian komprehensif terhadap berbagai
aspek SDM, seperti jumlah, keterampilan, kompetensi, kualifikasi,
pengalaman, usia jembatan, kinerja kompensasi, usia, kinerja
jabatan v kompensasi, dan sebagainya.
2. Menghitung Kebutuhan SDM Masa Depan
Langkah berikutnya depan. Pada langkah ini, berbagai vaﬁbel
SDM seperti pengurangan SDM, lowongan yang dalam
perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja
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masa akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan

sebagainya perlu diperhitungkan. Selain itu, variabel tak terduga
seperti pengunduran diri dan pemecatan juga perlu diperhitungkan
dalam analisis.

3. Menentukan Perkiraan Permintaan SDM
Kemudian, SDM dapat menﬁokkan tenaga kerja saat ini dengan
perkiraan kebutuhan tenaga perkiraan permintaan . Pada langkah
ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan tujuan bisnis jangka
panjang, sehingga perkiraan permintaan dapat disesuaikan untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan.

4. Merancang Strategi Pencarian Sumber Daya Manusia dan
Implementasinya
Setelah mwidentiﬁkasi kesenjangan yang diperlukan dari
penilaian penawaran dan permintaan SDM, SDM dapat
mengembangkan strategi berdasarkan estimasi permintaan SDM
yang telah dibuat. Strategi yang dibuat tentu mampu SDM di
perusahaan memberikan solusi terhadap minimnya permasalahan.
SDM dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing
pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan
kebijakan SDM. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa
konsultan untuk meminimalkan reaksi negatif, terutama terkait

masalah hukum dan peraturan.

22.
2.2.1. Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1
ayat 1, “Desa adalah desa adat dan kampung atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur pemerintahan
daerah, penﬁrintahan daerah, dan atau pemerintahan daerah. dan
mengelola. urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak masyarakat adat, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintahan
terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan di dalam
Pemerintahan Desa, para menyelenggarakan Pemerintahan Desa atau
disebut juga perangkat desa yang berperan di dalamnya mempunyai
hubungan langsung dengan masyarakat.

Menurut (Komari, 2022), menyatakan bahwa” desa adalah
kesatuan bentuk asli berdasarkan hak-hak asal usul. Lebih-lebih lagi
dikutip dari (Kementerian Keuangan, 202l)adesa adalah kesatuan
sosial dan teritorial otonom yang mempunyai masyarakat hukum yang
mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah
tangganya, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, alam, dan
budaya setempat, dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.”

Menurut (Kokotiasa, 2021)desa merupakan “‘wilayah
administrasi yang berfungsi sebagai basis pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat, memiliki tatanan sosial yang kuat dan
potensi lokal yang berancka ragam, yang dikelola melalui prinsip tata
pemerintahan yang baik.” Sementara itu, menurut (Aziz, 2021), desa
adalah suatu masyarakat yang daerah yang berwenang mengelola
urusan internalnya, termasuk dalam hal pemerintahﬁ mempunyai
struktur pemerintahan keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari bgrhagai pengertian di atas. dapat disimpulkan bahwa desa
merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas
wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus Kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan sosial

budaya yang masih kuat.

Fitur Desa

Desa memiliki berbagai dari kota dan daerah lainnya. Berikut
adalah beberapa fitur utama desa tersebut. (Trilaksono & Sukartini,
2020):

a. Populasi
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Desa pada umumnya memiliki populasi yang lebih kecil daripada
kota. Penduduk desa sering kali saling mengenal dan memiliki

hubungan kekeluargaan yang dekat.

. Wilayah

Wilayah desa biasanya lebih luas dan cenderung didominasi oleh

lahan pertanian, peternakan, atau hutan.

. ekonomi

Perekonomian desa seringkali bergantung pada sektor pertanian,

perikanan, peternakan, serta usaha kecil dan menengah.

. bud
udaya

Desa memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, yang sering kali

diwariskan dari generasi ke generasi.

2.2.3. Fitur Desa

32
Menurut (Aziz, 2021), desa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

antara lain sebagai berikut:

d.

Kehidupan dinilai sangatﬁkat dengan alam. Oleh karena itu,
pekerjaan diorganisasikan menjadi homogen dan bergantung pada

pertanian, peternakan, dan masyarakat desa perikanan.

. Kepadatan penduduknya relatif rendah, rasio penduduk antar

wilayah juga rendah, “terbukti dari masih adanya rumah-rumah di

desa yang kavlingnya tidak bersebelahan dengan tetangganya.”

. Interaksi antar masyarakat desa lebih intens. Selain itu, komunikasi

juga bersifat personal agar kita saling mengenal dan saling

membantu.

. Masyarakat desa juga memiliki rasa kekeluargaan yang sangat kuat.

Hal ini terjadi karena penduduk desa tersebut mempunyai tujuan

ekonomi, budaya, dan kehidupan yang sama.

. Mobilitas di masyarakat pedesaan juga cenderung rendah. Memang,

terbatasnya kesempatan kerja dan koneksi masyarakat menyebabkan

penduduk desa jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh.
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2.2.4.Fungsi Desa
Tentu saja, setiap manusia atau individu akan menggunakan
perasaan, pikiran, dan keinginan untuk Dberinteraksi dengan
lingkungannya. Inilah yang membuat. Fungsi desa adalah sebagai
berikut: (Tajuddin et al., 2020; Yanto Heryanto, 2021):
1. Desa mempunyai tugas menyediakan sumber daya manusia untuk
memenuhi kebutuhan dasar.
2. Desa berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan perkotaan.
3. Desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja di daerah perkotaan.
2.2.5. Pengertian Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh desa untuk membantu

penyelenggaraan pemerintahan di desa agar desa berjalan d

fungsi dan perannya, karena Kepala Desa tidak akan Pemerintah Desa

dibantu oleh perangkat dapat melaksanakan tugasnya scndiri,loﬁeh
karena itu Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. oleh Desa.

Pejabat dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa merupakan

organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. kepala desa;

2. Asisten Kepala Desa (Perangkat Desa) terdiri atas Sekretaris Desa
yang membantu unsur pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris
Desa.

3. Elemen Teknis;
yaitu unsur yang berfungsi membantu Kepala Desa dalam hal-hal
teknis yang ditangani di lapangan seperti pengairan, keagamaan
dan sebagainya.

4. Elemen regional;
yakni unsur yang membantu Kepala Desa dalam mengelola
wilayah di lingkungan Desa, seperti tugas kepala dusun yang
memegang wilayah dan bertanggung jawab terhadap wilayah di

lingkungan Desa.
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Pemerintah Desa adalah Pemerintah yang menyelenggarakan
Pemerintahan Desa dgpgan dibantu oleh Badan Permusyawaratan
Desa sebagai pembina dalam melaksanakan dan mengawasi penduduk
setempat berdasarkan asal usul dag, adat istiadat masing-masing
daerah yang telah ditetapkan. desa. Negara Republik Indonesia dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan pemerintahan daerah dan pemerintahan oleh karena desa
diatur dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa dan peraturan pemerintah daerah.

Mulyadi ( ), mengatakan Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan desa yang dilakukan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat desa. Pemerintah Desa merupakan langkah yang
instrumen penting dalam proses desentralisasi aang bertanggung
jawab langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.6. Ciri-ciri Pemerintahan Desa

Ciri-ciri Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Otonomi ;
Pemerintah Desa mempunyai kewenangan otonomi untuk
mengurus berbagai urusan yang berkaitan depgan kepentingan
masyarakat setempat. Ini ilmu penegetahuan, pelayanan publik,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Pemerintahan
Pemerintahan Desa Desa yang dipilih secara langsung oleh
masyarakat Desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari

Sekretaris Desa, kepala bagian, dan beberapa pegawai lain yang

fungsinya melaksanakan tugas administrasi.
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3. Masyarakat sebagai Subjek Utama ;
Pemerintah Desa berfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat desa dengan mengutamakan peran aktif warga dalam

engambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

N

. Tugas dan Fungsi ;
Pemerintah Desa bertugas merencanakan dan melaksanakan
pembangunan desa, mengelola anggaran desa, menyelenggarakan
pelayanan publik, dan dengan pihak lain untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat desa.

5. Otoritas Desa ; -

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, desa memiliki kewenangan

untuk mengelola urusan pemerintahan daerah, seperti urusan

keuangan desa, pengelolaan potensi desa, serta pembangunan dan

pelayanan publik sesuai dengan karakteristik desa.

2.2.7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dipilih
secara langsung oleh dan dari penduduk Desa yang merupakan warga
negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa
jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala
Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, baik
berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa
jabatan Kepala Desa Adat tunduk pada ketentuan hukum adat di desa
adat tersebut sepanjang masih hidup dan sesuajﬁengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan. . daerah kabupaten/kota
berpedoman pada peraturan  pemerintah. Dalam  wilayah
kabupaten/kota dapat dibentuk desa yang kewenangannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa dan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
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Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

D

1.

2.

. kepala.
Sekretaris Desa
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh
staf sekretaris. Sekretaris Desa membawahkan paling banyak 3
(tiga) urusan, yaitu urusan umum dan tata usaha, urusan keuangan,
urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan
umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Setiap bisnis
dipimpin oleh seorang kepala bisnis (Kaur). Semuanya sesuai
dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata
erja (SOT) Pemerintah Desa;
Pelaksana regional
Pelaksana daerah merupakan unsur yang membantu Kepala Desa
sebagai unsur pelaksana daerah. Besarannya gtcntukan secara
proporsionabantara pelaksana daerah yang dibutuhkan dengan,
pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Dan

. Pelaksana teknis

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah
Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis adalah
perangkat desa. yang membantu Kepala Pelaksana dan
bagian pelayanan paling sedikit terdiri at:@'z (dua) bagian yaitu
bagian pemerintahan teknis paling banyak Desa sebagai pelaksana
tugas operasional. terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian
pemerintahan, bagian kesejahteraan, bagian pelayanan, , bagian
kesejahteraan, dan pagian pelayanan. bagian layanan.

Pemerintahan EBsa dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh
Sekretaris Desa dan perangkat desa. Perangkat pelaksana dan
kepala dusun desa terdiri atas kepala urusan yaitu. Kepala urusan

membantu Sekretaris Desa dalam menyediakan informasi, data,
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dan layanan. Pejabat pelaksana adalah pejabat yang
menyelenggarakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala
Dusun merupakan wakil kepala desa di wilayahnya. Urﬁn rumah
tangga desa adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah
desa untuk mengatur dan mengurusnya. Untuk mengatur,
mengurus, dan mengadministrasikan urusannya, pemerintah desa
membuat peraturan desa. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan
bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

2.3. Alat Desa
2.3.1. Definisi Alat Desa

Perangkat Desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa
yang terdiri atas “Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa
lainnya yang merupakan Perangkat Pemerintah Desa di bawah naungan
Kepala Daa (KADES). Kemudian biasanya dimaksudkan pejabat desa
lainnya, jumlah dan namanya disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang biasanya dikenal
dengan sebutan Kepala (KASI) dan unsur kedaerahan. disebut Kepala
Desa (KADUS) yang berada di Pemerinta Urusan (KAUR) atau
Kepala Bagian Desa. Hal-hal yang demikian telah diatur dalam Struktur
Orgar'ﬁasi Tata Kerja Pemerintah (SOTK).”

Perangkat Desa merupakan salah satu perangkat pemerintahan
desa, selain Kepala Des Iskandar & Sudirman, 2023). Menurut
(Oktaviana et al., 2020)perangkat desa , merupakan bagian dari
pemerintahan di bidang pelayanan publi g mempunyai tugas dan
kewajiban terhadap pelayanan publik. Kedudukan Perangkat Desa
adalah “memantu” Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan. Istilah perangkat desa telah dikenal dalam peraturan
perundang-undangan desa sebelum lahirnya Undangs:Undang Desa,

yang membedakannya hanya pada rinciannya. Perangkat Desa
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merupakan bagian dari pemerintahan desa yang mempunyai tugas
membantu  Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya.

(Yantg,, Heryanto, 2021)Penyelenggaraan perangkat desa
merupakan struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Desa beserta
perangkatnya, yang bertanggung jawab d% penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan serta merupakan uwjung tombak dalam
pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di tingkat
desa. Sedangkan menurut (Hulu & Zagoto, 2022), Wutkan bahwa
perangkat desa adalah publik, dan pembangunan desa semua unsur yang
terlibat dalam struktur Pemerintahan Desa yang melaksanakan tugas
pemerj an, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan

desa, perangkat desa meliputi Kepala Desa, sekretaris, dan berbagai

pimpipan desa. urusan.

E‘iﬂapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud, jumlah dan
namanya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat, yang biasa disebut Kepala Urusan
(KAUR)/Kepala Bagian (KASI) dan unsur perangkat daerah. /Kepala
Dusun (KADUS) pada masing-masing Pemerintahan Desa, Hal tersghut
sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa di Desa
Gawu Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota

Gunungsitoli .

Jenis Erangkat Desa
Rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa tentang
kedudukan perangkat desa menyebutkan bahwa perangkat desa
betkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa, terdiri atas:
a. Sekretariat Desa
Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur
staf membantu Kepala Desa. Staf sekretariat terdiri atas maksimal 3
(tiga) urusan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa setempat.

Beberapa masalah yang dan umum, urusan keuangan, dan masalah
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perencanaan. Dimana setiap urusan dipimpin oleh seorang kepala
urusan yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam

claksanakan tugasnya masing-masing.

. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu yang melaksanakan
urusan teknis dan tugas operasional di lapangan. Pelaksana teknis
iri dari maksimal 3 (dirujuk. Dimana masing-masing bagian
dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Pelaksana daerah adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam
wilayah desa sebagai satuan tugas daerah yang dilaksanakan oleh
kepala dusun atau sebutan lain sesuai itu denagn dengan adat istiadat
yang berkembang di desa. Jumlah pelaksana daerah ditentukan
secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
keuangan desa, wilayah, jumlah penduduk, sertaprasarana
pendukung tugas. Di pedalaman, daerah pelaksana diwujudkan
dalam bentuk dusun-dusun, dan masing-haruskah masing daerah
pelaksana mempunyai nama yang berbeda-beda. Unsur teritorial
berfungsi membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di
wilayahnya di bidang pemerintahan. Wilayah pelaksanaan tugas

daerah ini dapat pula diatur oleh Kepala Desa.

2.3.3. Peran Aparatur Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, menyebutkan bahwa indikator terkait peran perangkat

desa adalah sebagai berikut:

1.

Peran perangkat desa dalam proses perancangan, pelaksanaan,

pelaporan dan dengan itu dana anggaran desa.

. Peran perangkat desa dalam memberikan masukan mengenai

perubahan Rencana Pembangunan Desa (RAPBdes) kepada Kepala
Desa atau BPD.
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3. Peran perangkat desa adalah memfasilitasi proses pengadaan barang
dan jasa.
4. Peran perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan memberikan bimbingan kepada masyarakat.

24. Mekanisme Penunjukan Alat Desa
2.4.1.Memahami anisme Pengangkatan Pejabat Desa
Pejabat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari antara penduduk
Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;
A.Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; Dan
4. Memenuhi persyaratan administratif.
B. Persyaratan khusus sebaggimana dimaksud pada masyarakat

setempat serta persyaratan ayat (1) merupakan persyaratan khusus

yvang memperhatikan hak masyarakat adat dan nilai sosial budaya

C. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Daerah.

Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) hurut d antara lain meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum mendaftar pada Rukun Tetangga atau
Masyarakat setempat;

b. Surat pernyataan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha menjunjung
tinggi dan Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas

bermeterai cukup;
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c. Surat pernyataan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas tertutup atau bermeterai cukup. Bahasa Indonesia:

d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah akhir yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang;

e. Akta Kelahiran atau Surat Pernyataan Kelahiran;

f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas
kesehatan yang berwenang; Dan

g. Cukup dengan surat lamaran menjadi Pejabat Desa yang dibuat
sendiri di atas kertas tertutup atau bermaterai cukup.

Perangkat Desa ditunjuk. Mekanigme ini dapat dilihat dalam
Peraturan Desa yang mengatur mengenai pengangk perangkat desa,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun oleh Kepala a
setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota 2015
juga mengatur mekanisme ini.

A.Pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut, yang pada
dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP desa:

1. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri atas seorang ketua,
sekretaris, dan sekurang-kurangnya satu orang anggota;

2. Kepala Desa melaksanakan pemilihan dan penyaringan calon
perangkat desa paling lambat 2 (dua) bulan sejak jabatan
perangkat desa lgwong atau diberhentikan;

3. Perekrutan dan desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan
scjak jabatan perangkat desa lowong atau diberhentikan;

4. Hasil pemilihan dan penyaringan perangkat desa minimal 2 (dua)
orang calob dikonsultasikan oleh Kepal penyaringan calon
perangkat a Desa kepada Camat;

5. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada perangkat desa

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
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6. Rekomendasi yang diberikan oleh ketua mukim berupa
persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang
ditentukan;

7. Apabila Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan
perangkat desa; Dan

8. Apabila rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa
melakukan seleksi dan penyaringan ulang terhadap perangkat
desa.

9. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim.

B. Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan proses pengangkatan

perangkat desa.

Proses dan Tahapan Penunjukan Peralatan Desa

menurut (Madjid et al., 2023), mendefinisikan proses
pengangkatan perangkat desa sebagai serangkaian langkah terpadu yang
dimulai dari penentuan kebutuhan SDM, perencanaan dan
pengumuman lowongan, serta proses seleksi berbasis kompetensi.
Pengangkatan perangkat desa ketentuan yang berlaku merupakan proses
penting dalam sistem Pemerinta untuk memilih individu yang
kompeten dan sesuai untuk membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan
di Desa yang bertujuan tingkat desa. Proses pengangkatan pejabat desa
mewujudkan harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai guna
Pemerintaha sa yang efektif dan efisien.
a. Persiapan Pengangkatan Perangkat Desa

Proses penganglﬁ‘n perangkat desa diawali dengan tahap persiapan

yang dilakukan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Pada sa perlu menentukan jabatangjabatatahap ini,
pemerintah den desa yang perlu diisi, apakah Sekretaris Desa,

Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun (Kadus), atau jabatan-jabatan
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lainnya yang lowong. Setelah itu, desa perlu membentuk panitia
penunjukan yang terdiri dari beberapa anggota yang bertugas
mengelola seluruh proses pemilihan. Komite ini bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa proses pengangkatan berlangsung sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
. Pengumuman Pendaftaran
Setelah persiapan selesai, tahap selanjutnya adalah pengumuman
pendaftaran . Pengumuman ini merupakan perangkat desa, seperti
tokopi ijazah, kartu tanda langkah awal untuk menginformasikan
kepada masyarakat bahwa ada lowongan perangkat desa yang perlu
diisi. itu, pengumuman ini juga akan menyebutkan dokumen yang
perlu diserahkan oleh calon penduduk, surat keterangan sehat, dan
surat lamaran. Pengumuman yang jelas dan transparan sangat
penting agar calon perangkat desa dapat memahami persyaratan dan
prosedur yang digunakan.
. Registrasi dan Verifikasi Berkas
Setelah pengumuman disebarkan, calon perangkat desa yang
memenuhi persyaratan dapat mulai mendaftar.” Tahap pendaftaran
ini dilakukan dengan cara mengajukan lamaran dan mengirimkan
berkas yang diminta sesuai unjuk dalam pengumuman.
Pendaftaran biasanya dilakukan di kantor desa atau tempat yang
ditentukan oleh panitia. Setelah berkas diterima, panifia_ akan
melakukan verifikasi berkas untuk memastikan seluruh dokumen
yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
Verifikasi ini penting untuk memastikan calon perangkat desa yang
mendaftar benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti
usia, tingkat pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi administratif
lainnya.”
. Pemilihan Kandidat Alat Desa
Setelah pendaftaran dan verifikasi selesai, tahap selanjutnya adalah
seleksi calon perangkat desa. “Proses seleksi ini bertujuan untuk

menilai kemampuan dan kesesuaian calon perangkat desa dalam
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melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. Pilihan ini

dapat terdiri dari beberapa jenis pengujian, seperti:”

1.

Tes tertulis
Tes ini berisi soal-soal yang mcngujiapcngetahuan calon
perangkat desa tentang Pemerintah Desa, peraturan perundang-

undangan, dan materi yang terkait dengan jabatan yang dilamar.

. Tes Wawancara

Tes wawancara bertujuan dan keterampilan komunikasi untuk
mengetahui lebih lanjut tentang kepribadian, sikap, motivasi,
calon perangkat desa. Dalam wawancara %panitia juga dapat
menilai bagaimana calon perangkat desa memahami peran dan
tanggung jawab mereka di tingkat desa.

Tes Praktik

Beberapa desa juga menyelenggarakan calon perangkat desa
dalam melaksanakan tugas administratif, seperti menyusun ujian
praktik untuk mengukur keterampilan surat atau dokumen desa,
atau menggunakan aplikasi pengelolaan data desa.

Penilaian Rekam Jejak

Catatan kinerja calon perangkat desa, seperti pengalaman kerja
sebelumnya dan reputasi di masyarakat, juga dapat

diperhitungkan dalam proses seleksi.

. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu

Setelah proses seleksi selesai, panitia seleksi yang lulus dan
terpilih untuk mengisi lowongan jabatan perangkat desa. Hasil
pemilihan perangkat “desa akan menetapkan siapa saja ini
kemudian diumumkan kepada masyarakat desa agar diketahui
secara terbuka. Pengumuman ini memuat daftar nama calon
perangkat desa terpilih, alasan penetapannya, dan keterangan lain
yang relevan.”

Peresmian Perangkat Desa
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Tahap terakhir dalam proses pengangkatan perangkat desa adalah

pelantikan. Setelah nama-nama calon terpilih diumumkan, pejabat

desa baru ditunjuk oleh Kepala Desa

g. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Peralatan Desa

Setelah perangkat desa Selain itu, pemerintah dilantik, panitia

pelantikan wajib melaporkan hasil pelantikan kepada instansi

terkait seperti Penjlaian ini bertujuan camat atau pemerintah

daerah/kota. desa perlu melakukan evaluasi dan pemantauan

terhadap kinerja aparatur desa secara berkala. untuk memastikan

aparat desa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai

ketentuan yang berlaku.

2.5. Penelitian Sebelumnya
Tabel 1.1
Penelitian Sebelumnya

TID| Nama Judul jenis g .

AK| Peneliti | Mempelajari | Mempelajari Haslpenclitizn

1. | Perjamua | Evaluasi Proses | Kualitatif, Proses pengangkatan
n Pengangkatan Wawancara, perangkat desa
Terakhir | Alat Peraga | Dokumentasi | cenderung tidak
(2020) Desa di transparan dan kurang

Kabupaten X melibatkan masyarakat.
Banyak pelamar yang
tidak mengetahui standar
seleksi.

2. | Perjamua Kualitatif, Proses seleksi cukup baik
n Evaluasi Sistem | Observasi, namun kurangnya
Terakhir | Pengangkatan Wawancara pelatihan dan
(2021) Peralatan Desa pengembangan kapasitas

di Desa Z petugas desa  setelah
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pengangkatan  menjadi
kendala utama.

3. | Pertunju | Tantangan Kualitatif, Tantangan utamanya
kan dalam Studi  Kasus, | adalah terbatasnya akses
Terhebat | Perekrutan Wawancara informasi dan
(2022) Pejabat Desa di transportasi, serta

Daerah rendahnya minat

Terpencil masyarakat untuk
mendaftar menjadi
petugas desa.

4. | Perjamua | Sistem Kualitatif, Sistem pemilihan
n Penunjukan Observasi, peralatan desa masih
Terakhir | Perangkat Desa | Wawancara menggunakan cara-cara
(2021) Berbasis tradisional yang belum

Kompetensi berbasis kompetensi.
Pengangkatan  pejabat
desa  scbagian  besar
dipengaruhi oleh
kedekatan pribadi.

Sumber: Pengolahan Penelitian (2025)

2.6. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran biasanya juga disebut kerangka konseptual.

Kerangka kerja adalah deskripsi ﬁu pernyataan mengenai kerangka kerja

konseptual untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi atau

dirumuskan. Dan kerangka dasar fakta , hasil observasi berpikir juga

merupakan dasar berfikir dari suatu penelitian yang disusun dazi, dan studi

pustaka . Menurut (Samsu, 2021) kerangka kerjanya , Pikiran adalah model
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konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting .

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa
Desa Gawu Gawu BO’USO

I 1

Undang- Undang Nomor Proses dan Tahapan
06 Tahun 2014 Tentang
Desa dan Undang-

Undang Permendgari Desa
Nomor 83 Tahun 2015
Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat
Desa

Pengangkatan Perangkat

1. Perencanaan
Perekrutan

Seleksi

oW

Penempatan




BAB III
METODE PENELITIAN

1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

iptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang
diarahkan untuk menyajikan %Ia, fakta, atau kejadian secara sistematis dan
akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti (Yanti, 2020). Penelitian

kriptift adalah penelitian yang mencoba memberikan deskripsi
menggunakan kata-kata dan angka atau garis besar level untuk menjawab
pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana untuk tujuan dan
penggunaan tertentu (richard olivegfdalam Zeithml., 2021).

Menurut (Sinaga, 2022) “metode penelitian kualitatif, merupakan
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang
alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen utama, teknik pengumpulan
data dilakukan dengan cara triangulasi (kombinasi), dan analisis data bersifat
induktif.”

Dal nelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang
digunakan adalah metode studi kasus. Menurut (Abubakar, 2022), dikatakan
bahwa studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti
melakukan ogram, peristﬁ proses, aktivitas, dari satu eksplorasi mendalam
terhadap suatu prorang atau lebih. Suatu kasus dibatasi oleh waktu dan
aktivitas dan peneliti mengumpulkan data secara rinci menggunakan berbagai
prosedwengumpulan data dan selama periode waktu yang berkelanjutan.

“Peneliti yang melakukan penelitian kualitatif harus dapat
berkomunikasi dengan baik dalam wawancara dan memiliki pemahaman luas
tentang lingkungan sosial tempat penelitian itu terjadi dan berkembang. Jika
peneliti tidak terampil dalam menggunakan metode kualitatif, mereka akan

menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi, terutama dalam interaksi sosial.”

34
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Penelitian variabel

Variabel suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek atau

aktivitas yang dipelajari dan kemudian mempunyai variasi tertentu penelitian

merupakan yang ditetapkan oleh pggeliti untuk ditarik kesimpulannya (Eni,

2022). Indikator variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Indikator Variabel Penelitian
Variabel Indikator

Peringkat 1. Efektivitas

2. Efisiensi

3. Kecukupan

4. Penyelarasan

5. Responsif

6. Ketepatan

Menurut (Dunn, 2003:608-610) istilah evaluasi memiliki makna terkait,

masing-masing mengacu pada penerapan beberapa skala nilai pada hasil

kebijakan dan program. Istilah eﬁduasi dapat disamakan dengan penilaian,

pemeringkatan, dan evaluasi. Menurut (Dunn, 2003:429-438), kriteria

evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) jenis, yaitu:

1.

Efektivitas bakajtan dengan apakah suatu alternatif rasionalitas teknis,
selalu diukur mencapai hasil yang diinginkan (konsekuensi) atau mencgpai
tujuan tindakan. Efektivitas , yang erat kaitannya dengan berdasarkan unit

produk atau layanan atau nilai moneternya;

. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai

tingkat efektivitas tertentu. “Efisiensi, sinonim dengan rasionalitas
ckonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan upaya, yang terakhir
biasanya diukur dalam istilah keuangan.”

cukupan menyangkut sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi

kebutuhan, nilai, atau peluang yang menimbulkan masalah. Kriteria
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kecukupan menekankan kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dan

hasil yang diharapkan.

4. Keadilan berkaitan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan

mengacu pada distribusi konsekuensi dan upaya antara berbagai kelompok

dalam masyarakat;

1.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penyelidikan dilakukan di Kantor Desa Gawu-Gawu BO'USO

Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli yang beralamat di J1 . Arah

Tuhemberua KM 11,2 .

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

JADWAL
Kegiatan | April | Mungki Juni Juli Agustu September Oktober
2024 n Tahun Tahun | s2024 | Tahun | Tahun
Tahun 2024 2024 2024 2024
2024
41 1)2(3(4)1{2{3/4|1/2/3(4/1(234/ 112341234

Kegiatan

IProposal

Tesis

Konsultasi
dengan
Supervisor

IPendaftara

n Seminar
IProposal

Tesis

Pengumpul

an data

[Penulisan

Naskah
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T T -

Sumber: Pengolahan Penelitian (2025).

1.4. Sumber data
Pada tahap ini, peneliti mencoba mencari dan menggmpulkan berbagai
sumber data terkait dengan masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono
(2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data
sekunder.
a. Data Kunci
Data utama adalah instrumen observasi, wawancara, catatan bid dan
penggunaan wawancara informan atau sumber langsung dokumen.@inber
data Data primer adalah data yang diperoleh ara langsung dengan
menggunakan teknik. Menurut Sugiyono (2019), data primer pengumpulan
data menggunakan merupakan sumber data akan diubah memberikan data
ada pengumpul data.
b. Data sekunder
Sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer. yaitu melalui
studi literatur, dokumentasi, buku, majalah, sekunder adalah data surat
kabar, dan arsip tertulis terkait. denganﬁjek yang akan diselidiki dalam
penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019 sumber yang tidak secara langsung
memberikan data pada pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari

sumber-sumber yang ), data sekunder merupakan dapat mendukung

penelitian, termasuk harus dilamakan dokumentasi dan literatur.

1.5. Instrumen Studi

Alat penelitian digunakan alam dan sosial yang diamati (Sugiyono,
2018:148). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat ukur untuk
mengukur diteliti. Selama untuk mengukur fenomena pengamatan_suatu
fenomena dikenal sebagai responden yang akan variabel penelitian. E&ilam
penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, oleh karena

itu penulis akan terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari

pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan hasil sampai dengan
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penulisan dan penyajian pembahasan hasil penelitian sampai pada penarikan
kesimpulan. . dari persepsi.
Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. “Teknik pengumpulan data
dapat dilakukan dengan cara observasi, observasi (pengamatan), wawancara
(intergiew), dokumentasi (Sugiyono, 2020).”
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan metode sebagai berikut:
a. Pengamatan
pi_adalah metode pengumpulan data yang penting d penelitian
itatif. Agar data akurat dan bermanfaat, pengamatan harus dilakukan
oleh peneliti yang telah menjalani pelatihan memadai dan telah melakukan
persiapan yang matang dan lengkap.

Berdasarkan pengertian observasi di ata aka peneliti akan
melakukan observasi langsung di Kelurahan Gawu-Gawu BO'USO
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk melihat proses

pengadaan peralatan desa.
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam
penelitian yang melibatkan pertemuan antara peneliti dengan responden
dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung. “Dalam
wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada
onden dan mencatat atau mendokumentasikan jawaban mercka.”
Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam
ng pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian.
Wawancara mendalam dilakuk ngan berbagai pihak yang terlibat

dalam proses pengadaan peralatan desa, antara lain:
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1. kepala desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara desa
Pejabat desa dan pejabat masyarakat/calon desa
¢. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai
cara pengumpulan data dengan cara menelaah dan mencatat bagian-bagian
yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik
dan mempunyai pengaruh terhadap lokasi penelitian. Menurut Sugiyono
(2019), dokumen merupakan catatan kejadian masa lalu yang berupa
tulisan, peraturan, gambar atau karya monumental dari seseorang.

isalnya daftar hadir, risalah dan hasil pengadaan peralatan desa. Tinjauan
dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data
Setelah melakukan wawancara dan pengujian data primer dan sekunder,

langkah selanjutnya adalah menganalisis dan membahas hasil pengujian dan
wawancara yang telah dilakukan. “Menurut Miles dan Huberman dalam
Sugiyono (2020:133), kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh.” Menurut Sugiyono (2020:131), analisis dat alah proses
pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari dalam kategori,
mengugikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya ke
dalam hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis
dengan cara mengorganisasil@ data ke pola, memilih data yang tepat, dan
menyimpulkan data tersebut. apa yang penting, dan apa yang akan dipelajari,
dan menarik_kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan
orang lainEgkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
a. gumpulan Data ( Data Collection )

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan
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ketiganya (triangulasi). “Pengumpulan data dilakukan selama berhari-hari,
bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan melimpah.
Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi
sosial. /objek yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan didengar
dicatat. Oleh karena itu, peneliti akan memperoleh data dalam jumlah
besar dan sangat beragam.”

. Pengurangan Data .

Sugiyono (2019:249) mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses
sensitif yang memerlukan “pemikiran cerdas dan wawasan luas dan
ekspansif. Peneliti baru dapat berbicara dengan or% yang dan rumit data
yang dianggap ahli saat mereka melakukannya. Semakin lama ng
peneliti berkecimpung di lapangan, semakin kompleks dihasilkan. Untuk
itu perlu segera dilakukan analﬁ data data berarti meringkas, memilih
dan memilah poin-poin utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan
rnberikan gambaran yang lebih jelas, melalui reduksi data. Mereduksi
dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan, dan mencarinya jika
diperlukan.

. Presentasi Data

Menurut Sugiyono (2019), untuk memudahkan peneliti memahami apa
yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa
yang telah dipahami. Penyajian data penyajian data dilakukan dalam
penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teks naratif
berdasarkan data yang telah direduksi sebelumnya .

. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan
dan validasi. Menurut Sugiy&) (2019:252), “hasil penelitian kualitatif
berarti penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.”
Hasil penelitian dapat berupa gambaran atau uraian tentang suatu objek
yang sebelumnya kurang jelas atau samar hingga setelah diteliti menjadi
jelas, dapat berupa hubungan sebab akibat maupun hubungan interaksi,

hipotesis atau teori. Kesimpulan suatu penelitian kualitatif bisa saja
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menjawab atau tidak permasalahan yang dirumuskan sejak awal.
Kesimpulan awal yapg disajikan, menurut Miles dan Huberman (dalam
Sugiyono 2019:252), masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti baru.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum si Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Gawu-gawu Bo'uso

Desa Gawu-gawﬁo'uso merupakan nama salah satu Wilayah
Desa yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota
Gunungsitoli. Desa Gawu-gawu Bo'uso telah terbentuk menjadi desa
adat sejak jaman dahulu ( jaan Hindia Belanda).

Nama Desa Nama Desa Gawu-gawu Bo'uso sebelumnya adalah
Banua Bo'uso, Kepala Desa Bapak Domaigi, Zega (Ama Zarododo
Zega) pada tahun 1955 berstatus sebagai Kepala Desa Gawu-gawu
Bo'uso dan dengan beberapa kali terjadi pergantian Kepala Desa, pada
tahun 1979 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan namanya diubah
menjadi sebutan Kepala Desa dimana masyarakat Desa memberikan
suaranya scbaggimana yang dilakukan sampai sekarang yang diikuti
oleh beberapa Desa. Calon Kepala Desa hingga Kepala Desa terpilih
saat itu adalah Bapak ﬁOGOWOLO'O ZEGA (Ama Tema Zega)
dengan status Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso. berada di bawah
naungan Kecamatan Tuhgmberua Kabupaten Nias, maka pada tahun
2006 karena pemekaran, @ia Gawu-gawu Bo'uso bergabung dengan
Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan Kepala Desa
bernama Fatizanolo Zega.

Warga Kampung Gawu-gawu Bo'uso banyak yang juga beternak
babi dan ayam sebagai usaha sampingan karena sumber daya manusia
untuk mengelola ternak masih kurang dan modal j masih kurang
schingga terkadang hasilnya kurang memuaskan. Desa Gawu-gawu
Bo'uso terletak di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli,

Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:
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4.1.2. Data Demografi

a. Utara

b. Timur

c. Selatan

d. Barat

Luas wilayah Desa Gawu-gawu Bo'
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: Desa Tetehosi Afia, Kecamatan Gunungsitoli

Utara, Kota Gunungsitoli

Desa Afia dan Desa Olora, Kecamatan

Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli
Kecamatan

sa  Loloanaa  Lolomoyo,

Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli

: Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunungsitoli

Utara, Kota Gunungsitoli.

1384 Ha, 65%

merupakan lahan perbukitan, dan 35% lahannya dimanfaatkan sebagai

an pertanian dan perkebunan. lklim Desa Gawu-gawu Bo'uso

sebagaimana desa-dﬁ lainnya di Indonesia beriklim kering dan hujan,

hal ini berpengaruh langsung terhadap pola pertanian dan perkebunan di

Desa Gawu-gawu Bo'uso Kabupaten Gunungsitoli Utara .

4.1.3. Populasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumla duduk di Kabupaten Gunungsitoli Utara
Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunungsitoli Utara
Desa Menurut Desa dan Jenis Kelamin (Orang)
Gunungsitoli Pria perempuan Total
Utara Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020
Hiligodu Hulu 335 403 738
Hilimbowo 273 340 613
Olora
Warna 1.223 1.223 2446
Aku akan 1.145 1.308 orang 2453
melakukannya
BO'USO
Loloanaa/ 532 571 1.103




Lolomoyo

Lasara Sowu 976 1.076 orang 2.052 orang
membawa 763 804 1.567 orang
Air Mata Afia 1.019 tahun 1.096 orang 2.115
Afia 948 979 1.927 orang
Teluk Bush 1.501 orang 1.579 tahun 3.080 orang

4.1.4. Visi dan Misi
Desa Gawu-Gawu BO'USO merupakan desa yang mungkin
mempunyai visi dan misi tertentu untuk pengembangan dan kemajuan
desanya. Biasanya, visi dan misi desa dirumuskan untuk mencerminkan
tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis yang diambil untuk
mencapainya. Meskipun tidak ada data” spesifik tentang desa ini, berikut
adalah contoh umum Visi dan Misi desa yang dapat diadaptasi untuk
Gawu-Gawu BO'USO .
A.Penglihatan
Visi adalah pandangan ideal. Visi harus menarik dan konsisten,
ada, anti-alami, dan dikomunikasikan secara proaktif kcpadaémua
anggota organisasi atau masyarakat schingga setiap orang merasa
memiliki Visi tersebut. Dalam upaya Qewujudkan cita-cita dan
melaksanakan tugas pokok serta f tentang masa depan yang ingin Anda
wujudkan dan memiliki potensi untuk mewujudkan arah dan apa yang
akan dicapai organisasi di masa depan ungsinya, maka Visi Desa
Gawu-gawu BO'USO adalah :
" MELAYANI DAN MELINDUNGI MASYARAKAT
&NGAN PENUH PENGABDIAN DAN TANGGUNG JAWAB " .
B. Misi
Misi adalah pernyataan yang menyatakan tujuan suatu lembaga
pemerintah dan target yang ingin dicapai. Pernyataan Misi menjelaskan
ini membawa organisasi menjadi fokus. mengapa organisasi itu ada, apa

yang dilakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Misi
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merupakan sesuatu yang dijalankan/diimplementasikan oleh suatu

instansi sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan

pernyataan ini, Misi berharap seluruh pegawai dan mangku
kepentingan dapat mengenal lebih jauh lembaga ini, peran dan
programnya, serta hasil-hasil yang diperoleh di masa mendatang.

Berikut ini adalah Misi Desa Gawu-gawu BO'USO untuk
mencapai Visi tersebut di atas: dijelaskan dalam Misi sehingga dapat
dioperasionalkan dan dikerjakan. Misinya adalah:

1. Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dengan penuh
dedikasi bersama lembaga dan perangkat desa yang ada ,
menambah/mengurangi kekurﬁn yan Selain Visi, dibuat pula
Misi yang berisi pernyataan-pernyataan yang perlu dilaksanakan
oleh Desa untuk mencapai Visi Desa. Pernyataan Visi kemudian g
dihadapi selama ini dengan penuh kebersamaan.

2. Melaksanakan program pemerintah yaitu mendirikan BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa).

4.1.4 . Struktur Peralatan Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso
Gambar 4.1
Struktur Peralatan Desa BO'USO Gawu Desa Gawu

Sumber : SOTK Pemerintah Desa Gawu-Gawu Bo'uso (2024).
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4.1.5 . Tugasdan Fungsi
A.Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Kepala Desa

a.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang
memimpin pelaksanaan Pemerintahan Des

b.Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, membuat inventarisasi
data untuk kepentingan pembangunan, melakukan pemantauan
dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

1. Melaksanakan pembukuan pemerintahan desa sesuai dengan
tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala
Desa.

2. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan Kepala Desa

dan atasannya.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum

1. Kepala urusan umum ditempatkan sebagai unsur staf sekretariat.

2. Kepala Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
menyelenggarakan pelayanan administrasi guna mendukung

- pelaksanaan tugas pemerintahan.

D.Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan

1. Kepala urusan perencanaan ditempatkan sebagai unsur staf
sekretariat.

2. Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab untuk membantu
Sekretaris Desa dalam pelayanan administratif untuk mendukung
pelaksanaan tugas pemerintahan.

3. Melaksanakan tugas resmi lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala urusan perencanaan
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mengkoor(Eisikan masalah perencanaan desa;

b. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
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c. Melakukan inventarisasi data untuk keperluan pembangunan

desa;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pemerintah
Desa;

e. Menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

f. Menyusun laporan kegiatan desa;

g. Melaksanakan tugas resmi lainnya yang diberikan oleh atasan;

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan ditempatkan sebagai unsur staf
sekretariat.

2. Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab untuk membantu
Sekretaris Desa dalam pelayanan administratif untuk mendukung
pelaksanaan tugas paerintahan.

a. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk
mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan.
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Dalam penelitiannini, informan penelitian mengenai pengangkatan

perangkat desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nama Informan Penelitian
E%K Informan Total
1 kepala desa 1 Orang
2 Sekretaris Desa 1 Orang
3. Peralatan desa 10 Orang
4 Penyakit Akibat Penyakit 5-9 Orang
Berdarah
5. Anggota Komunitas 5-10 Orang

Sumber : Proses Penelitian ( 2025 ).
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4.2, Hasil Penelitian

42.1 ses Pengangkatan dan Pelaksanaan Peraturan Perangkat Desa

di

Desa Gawu-Gawu BO'USO Kecamatan Gunungsitoli Kota

Gunungsitoli Utara

Hasil suatu penelitian merupakan karya tulis ilmiah yang memuat
informasi atau pernyataan dalam bidang ftertentu. Informasi atau
pernyataan tersebut diperoleh melalyiwawancara mendalam secara
langsung kepada informan, Kelurahanﬁwu—gawu BO'USO Kecamatan
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui prosedur yang diterapkan dalam proses pengangkatan
perangkat desa, seperti tahapan seleksi, mekanisme pengangkatan
perangkat desa, dan ketentuan perundang- observasi dan dokumentasi
sesuai acuan yang ditetapkan oleh objek penelitian yang digunakan yaitu
undangan yang digunakan.

Menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa dalam gawu
gawu BO'USO telah efektif dalam telah memenuhi standar memenuhi
kebutuhan pemerintahan desa dan apakah perangkat desa yang dihasilkan
yang diharapkan. Dan menilai transparansi dalam proses pengangkatan
petugas untuk melihat apakah masyarakat terlibat dw pengambilan
keputusan, dan memastikan bahwa pengangkatan masyarakat. Oleh
karena itu, proses pengangkatan pejabat desa harus dilakukan secara
cermat petugas desa dilakukan denan akuntabilitas yang baik.

Pejabat desa memainkan peran yang sangat penting dalam
menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Mereka bertanggung jawab
untuk melaksanakan administrasi, mengelola anggaran desa, dan
menyediakan layanan publik kepada, transparan, dan sesuai ketentuan

yang berlaku agar menghasilkan pejabat yang kompeten, profesional, dan

bertanggung jawab.

Di Kelurahan ﬁwu-Gawu BO'USO , Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli Utara, proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya
mengikuti prosedur administratif yang berlaku, tetapi juga melibatkan

peran serta masyarakat yang memenuhi standar kompetensi dan etika
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g baik. Artikel ini akan membahas secara mendalam proses
pengangkatan perangkat desa dan pelaksa dalanﬁlemilih perangkat desa
naan peraturan yang berlaku di desa. Proses pengangkatan perangkat
desa adalah sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO
sesuai dengan Peraturan PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015.
A. Menentukan Kebutuhan Peralatan Desa
Proses pengangkatan petugas desa diawali dengan penentuan kebutuhan
petugas desa. oleh Kepala Desa, berdasarkan hasil pengkajian dan
analisis terhadap tugas pemerintahan di desa. Secara umum perangkat
desa yang dibutﬁkan meliputi jabatan-jabatan sebagai berikut:
a. Sekretaris Desa
b. Kepala Urusan Tata Kelola (Kaur)
c. Kepala Urusan Keuangan (Kaur)
d. Kepala Desa (Kadus)
e. Staf administrasi
f. Kepala Urusan Layanan
g. Kepala Urusan Perencanaan
Pengangkatan jabatan ini dida pada prinsip bahwa perangkat
desa harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan desa dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Pembentukan Panitia Pengangkatan Peralatan Desa
Setelah kebutuhan perangkat desa ditentukan, tahap selanjutnya adalah
pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa . Komite ini biasanya
terdiri dari:
a.kepala desa .
b.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .
¢.Tokoh publik .
d.Perangkat Desa Tua
Panitia ini bertugas memastikan bahwa proses seleksi bersifat

transparan dan objektif. Mereka juga akan membuat jadwal seleksi ,
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kriteria penerimaan , dan prosedur administratif yang harus dipenuhi
oleh calon pejabat desa.
3. Pengumuman dan Pendaftaran

Setelah panitia terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengumumkan
pengangkatan perangkat. Pengumuman ini disampaikan melalui
berbagai saluran komunikasi desa, seperti papan pengumuman, media
sosial desa, atau rapat warga. Pengumuman ini berisi desa kepada
masyarakat informasi tentang :

a. Posisi yang dibutuhkan.

b. Persyaratan administratif bagi calon pejabat desa.

c. Proses pendaftaran dan batas waktu pendattaran.

Pendaftaran dibuka untuk umum, namun calon perangkat desa
harus mﬁluhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan panitia.
Beberapa persyaratan umum meliputi:

a. ga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di desa.
b. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun .
c¢. Memiliki setidaknya ijazah sekolah menengah atas/kejuruan
(tergantung pada posisi yang dilamar).
d. Tidak terlibat dalam tindakan kriminal (lebih diutamakan yang
memiliki surat keterangan bebas dari kegiatan kriminal).
4. Pemilihan dan Efisiensi Administrasi
Setelah registrasi, panitia penunjukan peralatan desa akan melakukan
si administratif untuk memverifikasi kelengkapan berkas. Calon
yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi yang
meliputi:
a. Tes tertulis , untuk mengukur pemahaman tentang Pemerintahan

Desa, administrasi, dan kebijakan terkait.

b. Wawancara , untuk menilai keterampilan komunikasi kandidat dan
pandangan terhadap masalah-masalah di desa.

c. Tes kemampuan teknis , terutama bagi kandidat yang melamar
posisi dengan spesialisasi tertentu, misalnya Kepala Keuangan

yang harus memahami manajemen anggaran.
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5. Pengumuman Hasil Pemilu

Setelap proses seleksi selesai, panitia akan mengumumkan hasil seleksi
calon perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian
mengesahkan hasil pemilihan dan memberikan rekomendasi

kepada Kepala Desa untuk menentukan keputusan akhir.
Berdasarkan hasil wawancara deng apak Yasoniaman Zega,
S.Pd/ selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa pada hari Jum’at tanggal 13
September 2024 pukul 08.41 WIB di Kantor Desa Gawu-gawu BO’USO

menyampaikan :

'E:ses pengangkatan perang@desa di Desa Gawu-Gawu
BO'USO sejatinya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik
peraturan kami felah memastikan bahwa seluruh tahapan yang
dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Desa yang berlaku. "Kami selalu mengikuti pedoman yang
ditetapkan pemerintah, termasuk dalam hal transparansi,
akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses
pengangkatan perangkat desa."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasoniaman
Zega, S Pd dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan
sudah dan pemilihan, musyawarah dan penetapan desa,
pelantikan, masa jabatan, dan penilaian. Selain itu,
pengangkatan  perangkat  desa  dilakukan dengan
memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan pelibatan
masyarakat, serta memperhatikan kepatuhan terhadap Undang-

Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa yang

berlaku.

ﬂiasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa
Gawu-Gawu BO’USO, pada hari Jumat tanggal 13 Septegber
2024. Berdasarkan hasil observasi pada penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di
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Desa Gawu-Gawu BO’USO sudah berjalan dengan baik,

karena sudah sesuai dengandang diharapkan. telah
dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Prosesnya meliputi tahapan
yang jelas dan terstruktur, mulai dari penyusunan kebutuhan
dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, sampai pelantikan
dan evaluasi masa jabatan perangkat desa. Selain itu,
pengangkatan desa dalam mematuhi ketentuan yang berlaku
dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prosesnya.
Secara keseluruhan, prosedujﬁi mencerminkan pelaksanaan

Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa,

Peraturan Pemerintah, dan Perat

Data perangkat desa di

Desa.

Desa Gawu-gawu BO'USO

Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dapat dilihat

pada tabel berikut:
Jadwal. 4.3. Data Peralatan Desa
TI | Nama lengkap Jenis Tanggal Janji | posisi
DA kelamin |Pendidikan Nomor Keputnsan Temu
K Pengangkatan
1. | Yasoniman Zega Pria S-1 100.3.3.3.-19 tahun | 1 Februari 2024 | Penjabat
2024 Kepala
Desa
2. Penawar Zega Pria S-1 16 tahun 2018 14 April 2018 | Sekretari
s Desa
3. Yuni Vertaman Pria S-1 16 tahun 2018 14 April 2018 Kepala
Harefa, SE Administ
rasi dan
Umum
4. Terima kasih Pria SEKOLA 16 tahun 2018 14 April 2018 Kepala
kepada H Keuanga
Kristiaman Zega MENENG n
AH ATAS
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5. | Faizal Mendrofa, Pria S-1 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
Sp 2021 Perencan
aan
6. | Riccy Anwarman Pria S-1 16 tahun 2018 14 April 2018 Kepala
Zega SE Pemerint
ahan
No | Garis Sir Zega Pria SEKOLA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
mo H 2021 Kesejaht
r MENENG eraan
tel AH ATAS
€p
on
7.
8. Bebalazi Zega Pria SEKOLA 6 tahun 2015 28 Oktober 2015 | Kepala
H Layanan
MENENG
AH ATAS
No | Delisman Zega Pria SEKOLA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
mo H 2021 Desa I
r9. MENENG
AH ATAS
10. Zeiman Zega Pria SEKOLA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
H 2020 Desa Il
MENENG
AH ATAS
11. | Apartemen Zega Pria SEKOLA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
H 2020 Desa I1I
MENENG
AH ATAS
12. Yakub Zega Pria SEKOLA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
H 2020 Desa IV

MENENG
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AH ATAS

Berdasarkan tabel di atas, perangkat desa di Desa Gawu-Gawu

BO'USO memiliki struktur yang cukup tersusun, terdiri dari jabatan-

jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan perangkat desa.

Pemutakhiran pengangkatan perangkat desa, baik tahun 2018, 2021,

maupun tahun 2024, merupakan penyegaran dan penyesuaian struktur

organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan

pelayanan kepada masyarakat.
4.2.2. Pelaksanaan Peraturan Desa
Usai pelan%n, perangkat desa di lingkungan Desa Gawu-Gawu BO'USO

diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan

yang berlaku. Pelaksanaan peraturan ini mencakup beberapa hal:

d.

Pelatihan dan Ketentuan

Pejabat desa yangg baru dilantik diberikan pembekalan dan
pelatihan tentang tata kelola Pemerintahan Desa, pengelolaan
keuangan desa, sert dan kewajibannya dalam menjalankan
Pemerintahan Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa
aparat desa memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dan
dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Pembagian Tugas dan Fungsi

Setiap perangkat desa diberi tugas dan tanggung jawab tertentu
seperti keuangan, perencanaan, pelayanan masyarakat, dan
sebagainya. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan kebutuhan
desa dan keahlian masing-masing perangkat desa.

Supervisi dan Evaluasi

Pelaksanaan regulasi peralatan desa juga melibatkan mekanisme
pemantauan dan evaluasi. Setigp tahapan pelaksanaan program
desa dievaluasi secara berkala h Kepala a bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Pﬁian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana aparat desa melaksanakan tugasnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
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d. Transparansi dan Akuntabiljtas

Salah satu aturan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan menyampaikan

laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui
pertemuan berkala atau forum musyawarah desa.

Berdasar hasil wawancara dengan Liniaman Zega/ selaku
perangkat desa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 13.00
WIB di kantor desa Gawu-gaw 'USO mengatakan:

"Bahwa saya menerima pelatihan dan informasi mengenai tugas
dan tanggung jawab. Sebagai perangkat &sa setelah terpilih, kami
mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa dan pemerintah Etempat. Dengan adanya pelatihan ini,
saya merasa lebih siap dan fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab sebagai

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini, terlihat bahwa
pelatihan dan pemberian informasi kepada perangkat desa s
berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan perangkat desa
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan yang
diselenggarakan oleh desa dan pemerintah daerah memberikan arahan
yang jelas, sehingga petugas desa merasa,lebih siap dan fokus dalam
menjalankan perannya secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
program pelatihan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam

peningkatan kinerja perangkat desa.
4.2.3 Tantangan dalam Implementasi Regulasi

Meski regulasi telah ditetapkan, implementaginya di lapangan tidak selalu
berjalan mulus. Di antara tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:
a. Batasan Sumber Daya Manusia
Pejabat desa sering menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan
dan keterampilan untuk melaksanakan tugasnya secara -efekiif.

Meskipun telah terlatih, tidak semua perangkat desa memiliki latar
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belakang yang memadai untuk mengelola masalah teknis seperti
pengelolaan anggaran desa atau perencanaan pembangunan.

b. Kurangnya Partisipasi ﬁsyarakat
Meskipun sosialisasi telah berjalan dengan baik, namun masih ada
sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam proses musyawarah dan
pengambilan keputusan di desa. Hal ini mempersulit pejabat desa untuk
mendapatkan masukan yang membangun dari warga.

c. Birokrasi Lambat

dan peraturan desa. yang telah dikonfirmasi. Namun demikian,
terdapat tantangan besar berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan
aparat desa terhadap peraturan yang berlaku, sehingga terkadang
menimbulkan inkonsistensi atau permasalahan dalam penerapan
peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian di Kampung Gawu-
gawu BO'USO dapat disimpulkan bahwa meskipun desa ini telah
berupaya untuk selalu menaati peraturan yang ada dalam setiap proses
pengangkatan perangkat desa, namun masih saja terdapat kendala yang
cukup berarti. dalam hal pemahaman masyarakat dan aparat desa
terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun mengacu pada peraturan
pemerintah dan peraturan desa peningkatan pemahaman terhadap
regulasi tersebut agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif
dan sesuai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu ses pengangkatan perangkat desa di Desa
Gawu-Gawu BO'USO telah dilakukan secara transparan dan sesuai
ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi pauran desa formal
menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia

rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses Pemerintahan Desa.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia perangkat desa, memperkuat peran serta

masyarakat, dan mempercepat birokrasi di Pemerintahan Desa.
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a. Pelatihan Lanjutan
Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, perlu dilakukan
pelatihan lanjutan secara berkala terkait manajemen pemerintahan
desa, keuangan desa, dan pelaksanaan program pembangunan.
b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah desa perlu lebih proaktif mengajak masyarakat terlibat
dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi program desa,
sehingga dapat tercipta pemerintahan yang lebih partisipatif.
c. Peningkatan Proses Administrasi
Perlu adanya perbaikan dalam hal manajemen administrasi
Pemerintahan Desa agar proses pelayanan kepada masyarakat
dapﬁberjalan lebih cepat dan efisien.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
perbaikan sistem pengangkatan dan implementasi peraturan perangkat
desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dan desa-desa lain dalam konteks

yang sama.

424 Anggaran yang Dialokasikan untuk Proses Pengangkatan Perangkat
Desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO dan Dampaknya terhadap
Proses Pemilihan

Proses pengangkatan perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu
BO'USO memerlukan perencanaan yang matang, tidak hanya dalam hal
prosedur pemilihannya, tetapi juga alokasi anggaran yang memadai.
Anggaran yang dialokasikan untuk proses ini berperan penting dalam
memastikan bahwa pemilihan perangkat desa dapat dilaksanakan secara
transparan, adil dan efisien. Sebaliknya, anggaran yang terbatas dapat
mengganggu kelancaran proses seleksi dan berisiko menurunkan kualitas
hasil seleksi. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, alokasi anggaran untuk
pengangkatan perangkat desa mencakup beberapa pos penting, seperti biaya
sosialisasi, biaya administrasi, honorarium panitia seleksi, biaya pelatihan
atau ujian calon perangkat desa, dan biaya logis. Manajemen anggaran yang

baik akan mendukung kelancaran setiap tahapan, mulai dari sosialisasi
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hingga pelatihan, ujian, dan pengawasan tik termasuk transportasi,
penggunaan, dan kebutuhan lainnya. Anggaran yang memadai untuk
sosialisasi memastikan bahwa semua penduduk menerima informasi yang
jelas tentang kebutuhan dan tahapan seleksi. Dengan demikian, masyarakat
lebih memahami proses pemilu dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga
transparansi dan keadilan.

Tabel 4.4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

DESA GAWU-GAWU BO'USO, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA,
KOTA GUNUNGSITOLI, TAHUN ANGGARAN 2024

KETERANGAN ANGGARAN | SUMBER WILAYAH
DANA ANGGARAN/PENGGUNAAN
PENGHASILAN
Dana Desa (DD) 917.970.000,0 ?nggaran Digunakan untuk bcrbﬁai bidang di
0 Pendapata | desa seperti pemerintahan,
n dan | pembangunan, dan pemberdayaan
Belanja masyarakat.
Negara
Bagian dari Keputusan | 6055049100 | Anggaran aimanfaatkan untuk  keperluan
Pajak dan Retribusi | 0 Kota Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Desa serta Administrasi
(BHPRD) Kependudukan dan Pendaftaran
Masyarakat.
Alokasi Dana Desa | 29.964.285,00 | Anggaran | Digunakan untuk pengeluaran di
(ADD) Kota bidang Administrasi Pemerintahan
Desa, Sarana dan  Prasarana,
Kelembagaan ~ Masyarakat, dan
berbagai subbidang lainnya.
Total Pendapatan 1.553.439.195
00
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BELANIJA

Area Implementasi

Pemerintahan Desa

669.503.5950
0

Subsektor Pelaksanaan | 534.996.864,0 | ADD dan | Digunakan untuk gaji dan tunjangan

Belanja Pendapatan | O DD perangkat desa dan biaya

Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa.

Operasional

Pemerintahan Desa

Subsektor Sarana dan | 59.160.931,00 | ADD dan | Rigunakan untuk pengembangan

Prasarana Pemerintahan BPRD sarana dan prasarana pendukung

Desa kegiatan Pemerintahan Desa.

Administrasi 30.496.800,00 | DD Digunakan untuk kegiatan

Kependudukan, Catatan administrasi  kependudukan  dan

Sipil,  Statistik  dan pendaftaran penduduk serta kegiatan

Kearsipan statistik dan kearsipan di desa.

Subsektor Administrasi | 44.849.000,00 | DD Digunakan untuk kegiatan

Pemerintahan, perencanaan, pelaporan dan

Perencanaan, Keuangan pengelolaan keuangan desa.

dan Pelaporan

Sektor  Pembangunan | 608.712.9720

Desa 0

Pendidikan 50.626.000,00 | DD Digunakan untuk pengembangan dan
peningkatan fasilitas pendidikan di
desa.

Kesehatan 1204514000 | DD Digunakan untuk pembangunan dan

0 pengembangan fasilitas kesehatan di

desa.

Pekerjaan Umum dan | 380.627.7500 | DD Digunakan untuk pekerjaan umum

Perencanaan Tata | O dan pembangunan infrastruktur,

Ruang serta perencanaan tata ruang di desa-
desa.

Kawasan Permukiman | 52.687.822,00 | DD Digunakan untuk pengembangan dan
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penataan kawasan perumahan di

desa-desa.
Subsektor Transportasi, | 4.320.000,00 | DD Digunakan untuk pengembangan
Komunikasi dan sarana transportasi dan komunikasi
Informatika serta prasarana teknologi informasi
di desa.
Sektor  Pembangunan | 73.463.500,00
Masyarakat Desa
Subsektor  Ketertiban | 26.367.000,00 | DD Digunakan untuk kegiatan yang
Umum, Keamanan dan menunjang kedamaian dan
Perlindungan perlindungan masyarakat desa.
Masyarakat
Subsektor Lembaga | 47.096.50000 | MENAMB | Digunakan  untuk  memperkuat
Masyarakat AHKAN kelembagaan masyarakat  dan
memberdayakan kelembagaan desa.
Sektor Pemberdayaan | 7.871.000,00
Masyarakat Desa
Meningkatkan 7.871.000,00 | DD Digunakan untuk pelatihan dan
Kapasitas Peralatan peningkatan  kapasitas  aparatur
Desa Pemerintah Desa.
Manajemen Bencana, | 193.888.1280
Darurat dan  Situasi | 0
Mendesak
Subsektor Darurat 6.688.128,00 | DD Digunakan untuk tanggap darurat di
desa.
Subbidang Kondisi | 187.200.0000 | DD Digunakan untuk menangani situasi
Mendesak 0 mendesak dan darurat di desa.
TOTAL BELANJA Rp. 1.553.439.195,00

Sumber: Diolah oleh ADD Desa Gawu-Gawu BO'USO (2023/2024 ).

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan yang dianggarkan Desa
Gawu-Gawu BO'USO tahun ini adalah sebesar Rp1.553.439.195,00
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yang berasal darifiga sumber utama yaitu: Dana Desa (DD)
Rp917.970.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)
sebesar Rp1.553.439.195,00. Rp29.964.285,00 dari APBD Kota, dan
Alokasi Dana Desa ( TAMBAH) sebesar Rp605.504.910,00 juga dari
APBD Kota. Untuk biaya, desa ini mengalokasikan dana yang sama,
yakni sebesar Rp 1.553.439.195,00 . Belanja terbesar dialokasikan pada
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dengan total sebesar Rp
669.503.593.00 yang meliputi pendapatan tetap dan belanja operasional
peralatan ésa, sarana dan prasarana pemerintahan, serta administrasi
kependudukan dan pendaftaran penduduk. Sektor Pembangunan Desa
diperkirakan menerima

belanja desa di Desa Gawu-gawu BO'USO telah dialokasikan dan
kemungkinan besar telah dilaksanakan. Anggaran untuk pendapatan
tetap dan tunjangan peralatan desa. Sarana dan prasarana, administrasi
kependudukan, serta pendidikan, kesehatan, dan prasarana mungkin
telah digunakan

. dana desa (ADD). Oleh karena itu, biaya operasional resmi desa
mungkin telah dipenuhi dari anggaran ini. anggaran

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran tersebut telah
dialokasikan secara merata pada berbagai pendapatan %belanja desa
digunakan untuk berbagai program yang mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan

penanggulangan bencana di desa.

4.2.5. Kebijakan yang Diterapkan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di
Desa Gawu-Gawu, BO'USO dan Perbandingannya dengan Standar
KDN.

Di Kampung Gawu-Gawu BO'USO, kebijakan yang diterapkan
dalam pengangkatan perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
desa, namun tetap berupaya mengikuti pedoman dan standar yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar
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mempertahankan akuntabilitas. dan transparansi. Terkait hal tersebut, ada
beberapa kebijakan yang diterapkan di desa dan perbandingannya dengan
standar yang ditetapkan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat
dalam tahap perencanaan dan pemilihan. Menurut Permendagri Nomor 83
Tahun 2015, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang transparan
kepada masyarakat mengenai rekrutmen perangkat desa, termasuk
sosialisasi mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi.
Tabel 4.5
PERBANDINGAN DENGAN STANDAR
DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Aspek Kebijakan Kebijakan di Desa | Standar KeEenterian

Gawu-Gawu BO'USO | Dalam Negeri (Peraturan

Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014)

Tahap Penunjukan 1. Penyediaan 1. Penyediaan kebutuhan
kebutuhan dan dan persyaratan
persyaratan peralatan desa.
peralatan desa. 2. Pendaftaran dan seleksi

2. Pendaftaran dan dibuka.
seleksi. 3. Musyawarah dan
3. Musyawarah dan penetapan desa.
penetapan desa. 4. Inaugurasi.
4. Inaugurasi.
Evaluasi Kinerja Penilaian dilakukan | Evaluasi kinerja peralatan

setiap 5 atau 6 tahun, | desa  dilakukan  secara
tergantung kesepakatan | periodik,

dalam rapat desa. setidaknya setiap 5 tahun,
dengan melibatkan unsur

masyarakat dan pemerintah.

Keterlibatan Komunitas | Proses  pengangkatan | Proses pengangkatan harus

perangkat desa | melibatkan masyarakat

melibatkan masyarakat | melalui musyawarah desa
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dalam musyawarah

desa untuk menentukan

sebagai bentuk partisipasi
aktif.

perangkat desa yang

akan dipilih.
Transparansi dan | Semua apan | Pengangkatan perangkat
Akuntabilitas penunjukan dilakukan | desa harus dilakukan secara

secara transparan dan
bertanggung jawab,
dengan informasi
tersedia secara terbuka

untuk publik.

transparan, akuntabel, dan

terbuka serta menjamin

masyarakat dapat
mengakses informasi terkait

prosesnya.

Periode Kerja Peralatan

Desa

Masa jabatan perangkat
desa ditentukan
berdasarkan
kesepakatan
musyawarah des
umumnya 5 sampai?

tahun.

Masa jabatan maksimum
pejabat desa adalah 6 tahun
dengan evaluasi berkala
untuk memastikan kinerja

memenuhi kebutuhan desa.

Pengawasan oleh

Pemerintah Daerah

Pengawasan terhadap

aparatur desa dilakukan

oleh Kepala Desa,
BPD, tokoh
masyarakat, dan unsur
kecamatan dalam
evaluasi.

Pengawasan terhadap
perangkat desa oleh BPD

dan pemerintah kecamatan

untuk memastikan
perangkat desa
ela](sa_nakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mikha Zega/selaku BPD
ada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 10.00 WIB di Kantor

Desa Gawu-gawu BO'USO mengatakan:

"Itu secara umum untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas

dalam penilaian perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu
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BO'USO. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa
tantangan yang terkadang muncul terkait masalah transparansi
dan akuntabilitas. Di antara permasalahan yang kadang terjadi
adalah kurangnya pemahaman sebagian pihak mengenai proses
penilaian perangkat desa. Beberapa penduduk mungkin merasa
bahwa proses penilaian tidak cukup terbuka atau tidak melibatkan
mereka secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, kami mencoba
mengadakan pertemuan

diperhatikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang
perlu dihadapi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya
peningkatan komunikasi dengan masyarakat dengan mengadakan
pertemuan secara berkala untuk memberikan penjelasan lebih
jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria penilaian Kkinerja
perangkat desa .

Berdasarkan hasil dan observasi dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Desa Gawu-Gawu BO’USO telah berupaya menjaga
asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penilaian
peralatan desa . Desa berupaya memastikan seluruh proses
evaluasi dilakukan secara terbuka , sesuai ke bahwa tentuan yang
berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan . Di antara tantangan
utama yang dihadapi dalam proses penilaian peralatan desa adalah
kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses penilaian.
Beberapa wa bahwa rga merasa penilaian yang dilakukan tidak

p terbuka dan tidak melibatkan mereka secara langsung
dalam pengambilan keputusan. Oleh bahwa, serta dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
desa dan memanfaatkan teknologi. Dengan langkah-langkah
tersebut, diharapkan proses penilaian aparatur desa di Gawu dapat
berjalan dengan baik. - Gawu. Desa BO'USO dapat berjalan lebih
terbuka , transparan , dan partisipatif , kinerja perangkat desa

yang dievaluasi.
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42.6 Laporan Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Proses
Pengangkatan Perangkat Desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO
Laporan ini mencerminkan persepsi masyarakat Kampung Gawu-
Gawu BO'USO mengenai transparansi dalam proses pengangkatan
petugas desa. Berdasarkan hasil survei dan menginginkan sosialisasi
yang lebih jelas dan forum yang memungkinkan mereka menyuarakan
wawancara dengan warga, banyak yang menilai proses pengangkatan
perangkat desa kurang transparan dan kurang melibatkan peran aktif
masyarakat. Sebagian besar warga yang adil, transparan, dan
akuntabel.pendapat atau memilih calon perangkat desa. Mereka khawatir
tentang praktik yang tidak transparan seperti nepotisme atau kolusi dalam
penunjukan. Masyarakat berharap agar pemerintah desa dapat
meningkatkan komunikasi dan keterbukaan, serta melibatkan warga lebih
dalam dalam setiap tahapan proses pemilihan perangkat desa agar
tercipta proses
Tabel 4.6
Data Laporan Persepsi Publik

Aspek yang Dirasakan | Persentase Informasi
Responden
Transparansi  Proses
Pengangkatan
Informasi mengenai 65% Mayoritas responden
proses pengangkatan merasa menerima
perangkat desa cukup informasi yang cukup
jelas. mengenai proses
rekrutmen.
Proses pengangkatan 55% Sebagian besar
perangkat desa dilakukan responden merasa
secara terbuka. prosesnya cukup
terbuka, namun
beberapa merasa
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kurang terbuka.
Tata cara pengangkatan T2% Mayoritas responden
perangkat desa sesuai menilai prosedur

dengan ketentuan yang

berlaku.

tersebut sesual aturan,
namun ada pula yang

menilai kurang jelas.

Keterlibatan
Masyarakat dalam

Proses Penilaian

Masyarakat terlibat
dalam tahap evaluasi

peralatan desa

50% Banyak yang merasa
tidak terlibat
sepenuhnya dalam
penilaian,  terutama

dalam  pengambilan

keputusan.
Musyawarah desa 45% Scbagian besar
dilaksanakan dengan merasakan bahwa
melibatkan peran aktif musyawarah desa
masyarakat. telah dilakukan,
tetapi partisipasi aktif
masyarakat masih
kurang.
Pemahaman Publik
tentang Proses Evaluasi
Pemahaman masyarakat 40% Banyak yang
tentang kriteria evaluasi mengaku tidak
peralatan desa sepenuhnya

memahami  kriteria
yang digunakan dalam
mengevaluasi pejabat

desa.
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Terdapat penjelasan yang 35% Mayoritas merasa

cukup mengenai proses tidak menerima

penilaian penjelasan yang jelas
mengenai proses
penilaian dan kriteria
yang digunakan.

Tantangan dalam

Meningkatkan

Transparansi

Kurangnya pemahaman 60% Masyarakat pada

publik tentang proses umumnya merasa

penilaian tidak diberikan
pemahaman yang
cukup terkait proses
evaluasi  peralatan
desa.

Sarana atau fasilitas 55% Fasilitas komunikasi

komunikasi terbatas dirasa masih kurang

disediakan memadai,  sehingga
masyarakat sulit
memperoleh informasi
yang jelas.

Keterbatasan waktu yang 50% Beberapa warga

membatasi partisipasi

masyarakat

menyatakan kesulitan
menghadiri rapat atau
proses penilaian
karena  keterbatasan

waktu.

Berdasarkan hasil transparansi pengangkatan perangkat desa di

Kampung Gawu-Gawu BO'USO yang telah dilaksanakan, masih terdapat

tantangan yang perlu diatasi. Banyak orang merasa kurang terlibat dalam

proses penilaian, dan ada kurangnya pemahaman tentang prosedur dan
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kriteria penilaian. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan fasilitas

unikasi dan keterbatasan waktu yang menghalangi partisipasi aktif.
Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dari sisi sosialisasi, sarana
komunikasi, dan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa.

4.2.7. Batasan Transparansi dan Pelaksanaan Partisipasi
Transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa harus
memastikan bahwa semua tahapan dan informasi terkait pemilihan dapat
diakses secara terbuka oleh pub Pertama, banyak desa yang belum
memiliki sistem informasi memadai terkait pengangkatan seleksi, kriteria
yang digunakan, dan siapa yang terlibat dalam penunjukan. Padahal,
keterbukaan infperangkat desa. Hal ini menyebabkan publik tidak
memperoleh informasi lik. Akan tetapi, keterbatasan sering ditemukan
dalam hal ini. yang jelas dan terbuka tentang proses ormasi sangat penting
untuk menghindari nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam
pemilu
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniaman Zega/ selaku
Sekretaris Desa aligus Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 18
September 2024 pukul 13.00 WIB di kantor Desa Gawu-gawu BO'USO
menyampaikan:
"Bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi
pengangkatan perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu BO'USO
secara umum Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat
Pendidikan yang Berbeda , Masalah Waktu dan Keterbatasan
Fisik,éurangnya Fasilitas atau Kemudahan Komunikasi,
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi
Wangkatan perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu BO’USO
secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa

tantangan yang perlu dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan
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masyarakat. Pendidikan yang Berbeda, Masalah Waktu dan
Keterbatasan Fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kampung
Gawu-Gawu BO'USO, secara umum partisipasi masyarakat
dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Kampung
Gawu-Gawu BO'USO sudah berjalan cukup baik. Namun
demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih optimal .
Kurangnya  Kesadaran =~ Masyarakat  Pendidikan  yang
mengakibatkan sebagian warga merasa kurang mampu
memberikan masukan y embangun, Kendala Waktu dan
Keterbatasan Fisik warga yang bekerja di luar rumah sehingga

tidak dapat mengikuti setiap kegiatan evaluasi,

Selain itu, terdapat pula kendala berupa angnya dokumentasi dan

pelaporan. Di penunjukan perangkat desa dilakukan secara manual dan

tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk memastikan bahwa

prosesnya yang berlaku. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan

informasi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas

pengangkatan pejabat desa, bahkan memicu spekulasi yang merugikan

pihak-pihak yang terlibat.

1.

Batasan Partisipasi
Partisipasi masyarakat perangkat desa hendaknya melibatkan peran
a aktif masyarakat, baik dalam memberikan orang yang dekat
dengan Kepala Desa atau perangkat desa. Hal ini mengurangi
keberagaman suara dan aspirasi masyarakat dalam menentukan
perangkat desa yang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi
rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengangkatan perangkat
desa antara lain kecenderungan budaya hierarkis yang
menyebabkan masyarakatnya enggan menyampaikan pendapat atau
bertanya terkait proses pengangkatan, karena dianggap tidak sopan
atau melanggar norma yang berlaku. Faktor lainnya adalah

kurangnya pendidikan politik dan pemahaman akan pentingnya
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partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan desa.
2. Dampak Transparansi dan Keterbatasan Partisipasi
Keterbatasan dalam penerapan transparansi dan partisipasi
berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pengangkatan
perangkat desa. Tanpa transparansi yang memadai, publik tidak
dapat memantau atau menilai apakah penunjukan dilakukan secara
adil dan sesuai prosedur. Sementara itu, rendahnya partisipasi
masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik, dan
ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa. Hal ini juga dapat
memperburuk masalah
dan partisipasi dalam pengangkatan perangkat desa dapat
menghambat terwujudnya Pemerintahan Desa yang akuntabel dan adil.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penting bagi pemerintah desa
untuk meningkatkan sistem informasi dan dokumentasi agar lebih terbuka,
serta akan di laksanakan masyarakat tentang pentingnya transparansi dan
partisipasi juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih aktif dan sadar akan

hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan di desa.

4.2.8. Meningkatkan Kompetensi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Peningkatan kompetensi dan keterlibatan pemangku kepentingan
merupakan aspek penting dalam memastikan proses pengangkatan
perangkat desa berjalan lancar, sparan dan bertanggung jawab. Proses
pengangkatan perangkat desa tidak hanya memerlukan prosedur yang
jelas, tetapi juga memerlukan ra pihak yang terlibat dan tingkat
keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahap penunjukan.
Kompetensi dalam pengangkatan perangkat desa adalah kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki oleh dilakukan kompetensi diperlukan untuk
memastikan setiap tahapan proses dilakukan secara profesional atas dan
tanggung jawab mereka. Di samping itu, “kompetensi dalam aspek teknis
dan sosial diperlukan untuk melaksanakan tugas Pemerintah Desa secara

efektif. Peningkatan n sesuai ketentuan yang berlaku.
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Kompetensi Panitia Pemilihan dan Kepala Desa

Panitia pemilihan peralatan desa harus memiliki kompetensi
manajemen yang memadai dan pengetahuan tentang prosedur
pemilihan yang transparan dan adil. Selain itu, Kepala Desa juga
perlu dibekali pemahaman tentang ketentuan yang mengatur
pengangkatan perangkat desa, serta prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik. Oleh dari konflik kepentingan, dan memastikan proses
seleksi berlangsung secara objektif.
Kompetensi Calon Pejabat Desa
Selain itu, calon perangkat desa juga harus memiliki kompetensi
yang sesuai dengan jabatan yang akan diembannya. Dalam banyak
kasus, pengangkatan pejabat desa tidak hanya bergantung pada
kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, tetapi juga pada
kemampuan profesional dan keterampilan yang relevan. Oleh
karena itu, yang memadai dalam melaksanakan tugas administratif
dan pelayanan publik.

Penggunaan Teknologi dalam Pemilu

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kompetensi dalam
pemilihan perlengkapan desa juga sangat penting. Misalnya dengan
menggunakan sistem informasi manajemen atau platform digital
untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilu, mengelola
pendaftaran yang memadai, proses seleksi menjadi lebih efisien,
transparan, daggdapat diakses oleh lebih banyak orang.

dan kejelasan ketentuan peraturan perundang-un an.

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian dapat disimpulkan

bahwa BPD mempunyai peran yang sangat penting dalam musyawarah,

pengangkatan, dan penilaian perangkat desa. BPD tidak hanya terlibat

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam

menyusun peraturan perangkat desa. Beberapa rekomendasi yang

dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

a. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan




4.3 Diskusi Penelitian
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Pemerintah desa perlu meningkatkan program pelatihan yang
lebih komprehensif bagi perangkat desa, sebelum dan sesudah
pengangkatan, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam
berbagai aspek tata kelola pemerintahan desa.

b. Memperluas Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Proses pemilihan perangkat desa hendaknya melibatkan lebih
banyak pihak, termasuk masyarakat desa, agar penunjukannya
dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan riil di
lapangan.

c. Penguatan Sistem Evaluasi
Evaluasi kinerja perangkat desa perlu dilakukan secara berkala
untuk memastikan mereka te;é berkembang sesuai dengan

tuntutan tugas dan perannya di desa.

Penilaian Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu

BO'USO di Desa Gawu Gawu Bouos Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli Utara

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO'USO dapat mengurangi objektivitas dan keadilan dalam prosesnya.
Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan mengevaluasi informasi tentang suatu kegiatan, program, kebijakan,
atau proses dengan tujuan mengukur efektivitas, efisiensi, dan
pencapaian tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berjalan sesuai rencana,
apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk
mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area yang memerlukan
perbaikan.

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Mardiasmo
(2021), evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai efektivitas dan
efisiensi  pelaksamaan suatu  kebijakan atau program, serta

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang sedang berjalan.
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Dalam rangka penilaian pengangkatan perangkat desa , penilaian
dilakukan untuk menilai apakah proses pengan evaluasi yang seharusnya
menjadi salah satu ;a'nsip dalam pengangkatan pejabat desa sesuai asas
transparansi gkatan perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, apakah pengangkatannya telah transparan, dan apakah
pengawasan dari pihak berwenang dan rendahnya pemahaman publik
tentang hak dan prosedur yang tepat merupakan masalah utama. Banyak
warga yang tidak dilibatkan secara langsung dalam proses dan
akuntahilitas.

Pengangkatan perangkat desa merupakan proses penting dalam
struktur Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penentuan kapasitas
administratif dan pelaksanaan program p karena dapat memberikan
gambaran sejauh mana prosedur dan mekanisme yang berlaku telah
sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan
masyarakat. dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting
untuk merujuk pada teori Pemerintah Desa yang relevan dan temuan
embangunan di tingkat desa. Evaluasi terhadap pengangkatan perangkat
desa di Kampung Gawu-Gawu BO’USO sangat relevan studi kasus yang
ada, terutama yang terkait dengan praktik fterbaik dalam menunjuk
petugas desa. Menurut Sutrisno (2019) dalam bukunya “Pengurusan
Kerajaan Kampung”, proses pengangkatan perangkat desa harus
dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang
melibatkan seluruh unsur desa. Hal ini sejalan dengan Sutrisno (2019)
dalam bukunya “Pengurusan Kerajaan Kampung”, proses pengangkatan
perangkat desa harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui
musyawarah yang melibatkan selu nsur desa. Hal ini sejalan dengan
konsep tata kelola partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan
Pemerintahan Desa yang lebih transparan dan responsif.

Namun, “berdasarkan temuan awal di Kampung Gawu-Gawu
BO'USO, proses pengangkatan perangkat desa di sana menurunkan

tingkat terhadap Pemerintah Desa dan menghambat pelaksanaan program




74

yang lebih masih sering diwarnai oleh kekurangan dalam hal
kepercayaan masyarakat transparansi dan partisipasiderdasarkan
wawancara dengan beberapa warga desa, pengangkatan perangkat desa
cenderung dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan
musyawarah yang lebih luas. Hal ini berpotensi efektif. Selain itu,
penunjukan yang tidak melibatkan semua elemen masyarakat dapat
menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya dan
peluang.”

Menurut Robert A. Dahl (2020) dalam bukunya “On Democracy”
menekankan pentingnya demokratisasi dalam struktur pemerintahan
termasuk di tingkat desa. Menurut Dahl, masyarakat seharusnya memiliki
akses untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek pengelolaan
Pemerintahan Desa, termasuk dalam proses penelitian yang dilakukan
oleh Prasetyo (2021) yang desa. Hal ini juga didukung oleh. Selain itu,
dari perspektif teori akuntabilitas, penmenunjukkan bahwa tingginya
keterlibatan masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa memberikan
kontribusi bagi keberhasilan pembangunan desa yang lebih
komprehensifpengangkatan perangkat gangkatan perangkat desa perlu
dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, yang
memungkinkan BQUUSO, meskipun tata cara pengangkatan perangkat
desa seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan prinsip

sebut. Hal ini menimbulkan tantangan bagi kepala desa dalam
menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut masyarakat menilai kinerja
perangkat desa secara transparan. Di Desa Gawu-Gawu Syafii (2020),
“penilaian akuntabilitas pengangkatan perangkat desa sangat penting
untuk memastikan pengangkatan tersebut dilakukan secara profesional
dan bebas dari nepotisme atau korupsi."

Menurut Max Weber (2019) dalam bu *“ Ekonomi dan
Masyarakat ” menyatakan bahwa birokrasi pada Pemerintah Desa harus

memiliki sistem pengangkatan yang jelas dan perangkat desa yang
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seringkali tidak didasarkan atas kompetensi objektif, transparan, dengan
prosedur yang bertanggung jawab. Namun di Kampung Gawu-Gawu
BO'USO, prosedur yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip birokrasi yang rasional tersebut. Hal ini terlihat dari masih
maraknya penyimpangan dalam pengangkatan melainkan lebih pada
kedekatan pribadi dengan Kepala Desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, maka penting
mengacu pada model evaluasi penunjukan perangkat desa yang dapat
meningkatkan efektivitas dan kualitas Pemerintahan Desa. Salah satu
model yang relevan adalah model Penelitian Hasan (2022) menunjukkan
bahwa penggunaan sistem pengangkatan berbasis kompetensi, yang
mengutamakan keterampilan dan pengetahuan calon pejabat desa. Model
ini dapat mengurangi kemungkinan nepotisme dan meningkatkan
profesionalisme dalam Pemerintahan Desa. “seleksi berbasis kompetensi
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di ti t desa, karena
aparatur desa yang terpilih memiliki lebih banyak kemampuan yang
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.”.

Oleh karena itu, hasil evﬁcsi pengangkatan perangkat desa di
Kampung Gawu-Gawu BO'USO dapat memberikan gambaran lebih jelas
tentang tantangan dan peluang dalam peningkatan kualitas Pemerintahan
Desa. Proses pengangkatan yang lebih transparan, partisipatif, dan
berbasis kompetensi akan memberikan kontribusi positif terhadap
pembangunan desa, sekalig eningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerint% desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi para
pihak terkait baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki dan menyempurnakan
proses pengangkatan perangkat desa di masa mendatang.

432 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan terhadap
Peraturan Penunjukan Peralatan Desa

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tentang pengangkatan

perangkat desa merupakan permasalahan yang sangat penting dalam tata

kelola Pemerintahan Desa. Regulasi mengenai pengangkatan pejabat desa
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mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemilihan, persyaratan,

hingga proses pengangkatan pejabat desa. Namun dalam praktiknya, tidak

jaranjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut

yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi dan mengana]isiséaktor-faktor yang mempengaruhi

ketidakpatuhan terhadap peraturan pengangkatan perangkat desa. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap ketentuan

angkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USQO, antara lain

faktor sogial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat setempat.

1.

Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya menjadi salah satu unsur penting yang
mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap peraturan pengangkatan
perangkat desa. kali didasarkan pada hubungan pribadi atau
keluarga, bukan pada kompetensi atau prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya
setempat yang mengutamakan hubungan pribadi dapat
menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.
Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
ketidakpatuhan terhadap peraturan pengangkatan perangkat desa.
Menurut Handayani dan Widodo (2022), ketidakmampuan
pemerintah desa dalam memberikan insentif yang memadai kepada
perangkat desa dapat mendorong terjadinya praktik ketidakpatuhan.
Dalam beberapa kasus, pejabat desa yang diangkat dengan cara
yang tidak mengikuti aturan dapat merasa terbebani dengan
rendahnya gaji dan tunjangan yang mereka terima. Hal ini mungkin
menyebabkan mercka lebih suka mengikuti keputusan informal
yang tidak mengikuti prosedur formal, asalkan mereka mendapat
imbalan lebih besar atau lebih cepat.

Faktor Politik

Faktor politik juga memainkan peran penting dalam ketidakpatuhan

terhadap peraturan pengangkatan petugas desa. Menurut Weber
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(2021), kewenangan yang sah harus didasarkan pada prosedur dan
norma yang diterima masyarakat. Namun dalam praktiknya,
keputusan politik sering kali memengaruhi proses pengangkatan
pejabat desa. Dalam beberapa kasus, Kepala Desa atau mereka
yang memiliki kekuasaan politik mungkin mengabaikan aturan
yang ada demi bagaimana kekuasaan politik dapat mengabaikan
peraturan formal demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Faktor Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SD
Lemahnya tata kelola pemerintahan dan terbatasnya sumber daya
manusia di desa juga menjadi faktor tidak dipatuhinya ketentuan
pengangkatan perangkat desa. Menurut Pratama dan Suryana
(2023), ketidakmampuan aparatur desa dalam melaksanakan
peraturan dengan baik, seperti kurangnya pemahaman terhadap tata
cara pengangkatan aparatur desa, sering kali menimbulkan
penyimpangan. Selain itu, Faktor Kepemimpinan Desa dapat
menimbulkan ketidakpatuhan di kalangan aparat Desa.
Dampak Ketidakpatuhan terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tentang pengangkatan
perangkat desa dapat berdampak negatif terhadap kinerja
Pemerintah Desa. Menurut Fauzi dan Kartini (2021), perangkat
desa yang diangkat secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur
cenderung kurang memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini
membuat mereka dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan
Untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap peraturan pengangkatan
petugas desa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting
bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat desa. Prosedur
penunjukan harus dilakukan secara jelas dan terbuka, sehingga
lik dapat memantau dan memberikan masukan. Kedua,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat

penting. Pelatihan yang berkaitan dengan regulasi, manajemen
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pemerintahan, dan manajemen administrasi dapat membantu

meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, peran serta

masyarakat dalam

kompetensi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam
pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah
tokoh masyarakat dan perangkat desa, ditemukan bahwa keputusan
pengangkatan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial budaya
setempat yang lebih mengutamakan hubungan personal dibandingkan
prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan
terhadap peraturan tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau
ketidakmampuan administratif, tetapi juga oleh praktik sosial dan politik
yang berakar dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, ketidakpatuhan
terhadap ketentuan pengangkatan perangkat desa disebabkan oleh berbagai
faktor, mulai dari faktor sosial budaya, ekonomi, politik, administrasi,

hingga.

4.3.3. Kendala dalam Evaluasi Penunjukan Peralatan Desa

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Kampung Gawu-Gawu
BO'USO mengalami beberapa kendala sehingga prosesnya tidak berjalan
efektif.ﬁama, Kendala Internal dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat
Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa desa di
Indonesia, kendala pertama yang sering muncul adalah masalah
transparansi dalam proses evaluasi. Banyak desa yang belum sepenuhnya
menerapkan prinsip

baik, dan sering terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dengan
praktik di lapangan. Sejalan dengan tcori adaptasi kebijakan Lestari
(2022), lambatnya adaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah
seringkali menjadi kendala implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, minimnya perhatian evaluasi yang efektif. Berdasarkan
teori saat ini dan studi kasus manusia, dan menyediakan pemerintah pusat

terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa juga menjadi kendala
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signifikan dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa. Dalam banyak
kasus, pemerintah desa kesulitan memperoleh dukungan berupa pendanaan
atau pelatihan yang kapasitas sumber daya manusia, dan yang ada,
langkah-langkah konkrit diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut,
seperti meningkatkan transparansi, melatih sumber daya peraturan yang
tidak jelas, dapat menghambat pelaksanaan regulasi yang lebih jelas. Oleh
karena itu, diharapkan evaluasi pengangkatan perangkat desa dapat
berjalan lebih bajk dan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan
publik di tingkat desa.




BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang
Hilaian Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO ,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Proses Penunjukan Alat Desa
Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO'USO belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur
yang berlaku. Meskipun faktor sosial, budaya, dan personal antara
warga dan calon perangkat desa. Hal ini menimbulkan kekacauan
dalam proses pemilu yang seringkali ada upaya untuk mengikuti
mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah,
implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh tidak melibatkan
masyarakat secara optimal.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan terhadap
Peraturan
Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap
peraturan pengangkatan perangkat desa antara lain:
1. Faktor Sosial dan Budaya
Tradisi keluarga yang kuat sering kali menjadi faktor utama
dalam menentukan siapa yang dipilih sebagai petugas desa,
tanpa mempertimbangkan kompetensi secara objektif.
2. Faktor Ekonomi
Sumber daya keuangan masyarakat yang terbatas mempengaruhi
partisipasi dalam proses pemilu.
3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
prosedur dan regulasi yang jelas terkait pengangkatan perangkat

desa.
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c. Kendala Dalam Penilaian Pengangkatan Perangkat Desa

Proses penilaian pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-
Gawu BO’USO mengalami kendala yang cukup besar, seperti
belum adanya sistem penilaian yang jelas dan terstruktur,
keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penilaian
secara objektif, dan belum adanya sistem penilaian yang jelas dan
terstruktur. penilaian, dan tekanan dari pihak eksternal yang

memengaruhi independensi proses seleksi dan evaluasi.

5.2. Saran

1.

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan
beberapa saran untuk meningkatkan kualitas evaluasi pengangkatan
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, antara laig;

Meningkatkan Sosialisasi Prosedur Pengangkatan Alat desa

Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai tata

cara penunjukan perangkat desa pemahaman publik mengenai pentingnya

proses seleksi yang adil, transparan, dan berbaur kepada masyarakat. Hal
ini akan meningkatkan sis kompetensi, serta mengurangi praktik
nepotisme atau ketidakpatuhan terhadap peraturan.

. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengangkatan
Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa perlu
ditingkatkan. Pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat atau
perwakilan penduduk untuk berpartisipasi dalam tahap seleksi, sehingga
dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam
pengangkatan perangkat desa.

. Pelatihan dan Pembinaan Peralatan Pemerintah Desa
Pejabat , termasuk tim seleksi dan evaluator, perlu dilatih tentang cara
menyelenggarakan pemilu yang objektif, adil, dan mematuhi peraturan.
Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai
dengan kaidah dan meningkatkan kualitas penilaian calon perangkat
desa.

. Menciptakan Sistem Evaluasi yang Lebih Terstruktur
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Desa Gawu-gawu Bo'uso perlu mengembangkan sistem evaluasi yang
jelas dan terstruktur, termasuk indikator yang terukur untuk menilai
kinerja dan efisiensi aparat desa. Sistem ini juga perlu menyertakan
prosedur yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan atau
keberatan jika terjadi ketidaksesuaian dalam proses penunjukan.
5. &ningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Untuk memastikan proses pengangkatanﬁrangkat desa berjalan secara
adil dan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya pengawasan yang
lebih ketat dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Pengawasan ini
harus memastikan bahwa semua tahapan seleksi bersifat transparan dan
akuntabel.
6. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan transparansi, pemanfaatan teknologi informasi
seperti portal desa atau aplikasi penunjukan alat desa yang memuat
informasi lengkap mengenai tata cara seleksi, persyaratan, dan hasil
dapat menjadi solusi. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam
mengikuti proses penunjukan dengan lebih terbuka dan terinformasi.
Sehingga dengan adanya perbaikan pada aspek evaluasi angkatan
perangkat desa, Kampung Gawu-Gawu BO'USO dapat mewujudkan
Pemerintahané)esa yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung
jawab, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa
yang lebih efektif dan efisien. Evaluasi yang lebih baik juga akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap perangkat desa terpilih dan

sistem Pemerintahan Desa secara keseluruhan.
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